PEMERINTAH KOTA MAGELANG

JI. Veteran Nomor 7 Telp. (0293) 314663, (0293) 361775
MAGELANG 56117

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
NOMOR 067/ 2282 /330 TAHUN 2023
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dan
meningkatkan akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang
maka diperlukan adanya suatu pedoman/petunjuk prosedur
yang jelas, transparan dan akuntabel berkaitan dengan
pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Walikota Magelang Nomor
25 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan
Birokrasi pada Pemerintah Daerah dan adanya penyesuaian
proses bisnis hasil pendampingan, maka Standar
Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang;



Mengingat

—

10.

11

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016
tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Daerah;

. Peraturan Walikota Magelang Nomor 25 Tahun 2023 tentang

Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi pada

Pemerintah Daerah.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ sampai
dengan Lampiran II Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

diktum KESATU meliputi :

. PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SOP Penyusunan Informasi Perizinan
SOP Layanan Konsultasi atau Informasi
SOP Car Free Day

SOP MPP Digital

SOP Monev Perizinan dan Nonperizinan
SOP Monitoring dan Evaluasi PTSP dan MPP
SOP Penyusunan Bahan SOP dan SP
SOP FGD SOP dan SP

SOP Penyusunan SOP dan SP

SOP Sosialisasi SOP dan SP

SOP Antrian
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SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha
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SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha

—
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SOP Pelayanan Keliling
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SOP Pelayanan Perizinan Berusaha
SOP SKM
SOP Audit Internal
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SOP Tinjauan Manajemen ISO
SOP Surveilance Audit ISO/Resertifikasi ISO

N —
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SOP Pelaksanaan Survey Pemenuhan Komitmen

N
—_

SOP Pendampingan Pemenuhan Komitmen

N
N

SOP Penyusunan Laporan Survey Pemenuhan Komitmen

SOP Monev Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen

N
@



24.

25.

26.

27.

28.

29.
30.

SOP Sosialisasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

SOP  Pelayanan Pemberian  Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

SOP Monev Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal

SOP Pelayanan Pengaduan

SOP Rapat Tindak Lanjut Pengaduan

SOP Monev Penanganan Pengaduan

SOP Penyusunan Laporan Pengaduan

B.DATA DAN INFORMASI

31.
32.
33.
34.
35.

SOP Pengembangan Aplikasi

SOP Helpdesk

SOP Pengelolaan Data dan Informasi

SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik

SOP Permohonan Data

C.PROMOSI PENANAMAN MODAL

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan

SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan

SOP Penyusunan Materi Promosi

SOP Promosi Melalui Media Elektronik Dan Non Elektronik
SOP Pameran Investasi

SOP Bahan Business Meeting / Temu Investor

SOP Pelaksanaan Business Meeting/ Temu Investor

SOP Tindak Lanjut Kepeminatan Investasi

SOP Penyusunan Laporan Promosi Penanaman Modal

D.PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

45.
46.
47.
48.
49.
50.
S1.
52.

SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan

SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan

SOP Penjaringan Potensi Kemitraan Usaha Besar

SOP Pelaksanaan Temu Kemitraan

SOP Monitoring dan Evaluasi Hasil Kemitraan

SOP Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi

SOP Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan RUPM
SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan RUPM

E. PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL

53.

SOP Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peraturan Pelaksanaan

Penanaman Modal



54. SOP Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman
Modal

55. SOP Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman
Modal

56. SOP Penyusunan Laporan Pembinaan Penanaman Modal

57. SOP Penyusunan Standar dan Prosedur Pengawasan

58. SOP Pengawasan Penanaman Modal

59. SOP Pencabutan Likuidasi Izin Berusaha

60. SOP Pendampingan Hasil Pengawasan

61. SOP Penyusunan Laporan Pengawasan

F. PROGRAM

62. SOP Penyusunan Bahan Rencana Kerja

63. SOP Focus Grup Discussion (FGD)

64. SOP Penetapan Rencana Kerja

65. SOP Bahan RKA

66. SOP Penyusunan RKA

67. SOP Penyusunan DPA

68. SOP Data Capaian Kinerja

69. SOP Penyusunan LKJIP

G. KEUANGAN

70.
71.

72.
73.
74.
75.
76.

77.
78.
79.

80.
81.

SOP Penyusunan Administrasi UP

SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban
Keuangan

SOP Penyusunan Dokumentasi GU

SOP Penyusunan Dokumentasi LS

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan

SOP Penyusunan Laporan Prognosis

SOP Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Akhir

Tahun

BAGIAN UMUM

SOP Pengajuan Cuti Pegawai

SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai

SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Peningkatan
Kompetensi

SOP Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi

SOP Monev Hasil Peningkatan Kompetensi



KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

82. SOP Pengajuan Tugas Belajar

83. SOP Permohonan Penggunaan Gelar

84. SOP Penyusunan Dokumen Kenaikan Gaji Berkala

85. SOP Penyusunan Usulan Kenaikan Pangkat

86. SOP Pembuatan Usulan Pemberhentian Pegawai dengan
Hak Pensiun

87. SOP Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

88. SOP Fasilitasi Kunjungan Tamu

89. SOP Rapat Koordinasi

90. SOP Konsultasi atau Perjalanan Dinas

91. SOP Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,
Listrik dan Retribusi Sampah

92. SOP Penyediaan Gaji THL

93. SOP Surat Masuk

94. SOP Surat Keluar

95. SOP Pengarsipan

96. SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah

97. SOP Pemeliharaan Barang Milik Daerah

98. SOP Pengadaan

99. SOP Pembayaran Pajak, Bea Pajak Kendaraan Dinas
Jabatan / Operasional

: Komponen Standar Operasional Prosedur diatur dalam diktum

KESATU meliputi dasar hukum, keterkaitan, peringatan,
kualifikasi pelaksana, peralatan/perlengkapan, pencatatan dan

pendataan.

: Standar Operasional Prosedur ini wajib dilaksanakan oleh

penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian
kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan

pelayanan.

: Pada saat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku, Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang Nomor 067/657/330/2023 tentang

Standar Operasional Prosedur pada Dinas Penanaman Modal



KETUJUH

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005



LAMPIRANT :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

NOMOR 067/ 2282 /330 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

BENTUK GAMBAR/SIMBOL YANG DIGUNAKAN DALAM PETA/ BAGAN
PROSEDUR BIDANG DAN SEKRETARIAT PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA MAGELANG

NO SIMBOL ARTI
( )
1 Dimulai atau berakhirnya suatu operasi/kegiatan
2 Pelaksanaan suatu operasi/kegiatan

3 <> Pengambilan keputusan

Arah gerak dokumen /formulir/kertas kerja atau

menunjukkan urutan operasi

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005




LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR 067/ 2282 /330 TAHUN 2023

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN INFORMASI PERIZINAN

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.01

Tgl Pembuatan : | 23 November 2023
Tgl/ No Revisi :

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyusunan Informasi Perizinan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

- Memiliki kemampuan dasar komputer

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor - Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan
25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;
4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Layanan Konsultasi atau Informasi;
2. SOP Carfreeday;

1. Komputer;

2. Internet;

3. Printer;

4. Peraturan Terkait Perizinan.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

yang digunakan dalam proses perizinan

Penyusunan Informasi Perizinan harus sesuai dengan Peraturan Perizinan dan Sistem Informasi

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
Analis Hasil Ketua Tim Pengawas Kepala Dinas KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN Pengawasan
dan
pengaduan
masyarakat
1 Menyiapkan bahan Data- data perizinan 2 hari Rekap data
informasi Perizinan - meliputi jumlah izin, informasi perizinan
persyaratan, sistem
informasi perizinan,
dll
2 Menyusun Informasi Y Rekap data informasi | 1 hari Draft Informasi -
Perizinan _ perizinan perizinan
3 Melakukan verifikasi y Draft Informasi 1 hari Draft Informasi
informasi perizinan yang <> perizinan perizinan
akan dipublikasikan
4 Menyetujui informasi Draft Informasi 1 hari Informasi Perizinan | SOP Layanan Informasi
perizinan untuk v perizinan SOP Car Freeday
dipublikasikan secara - SOP Pengarsipan
elektronik dan SOP Publikasi Data dan
nonelektronik Informasi secara Elektronik




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
LAYANAN KONSULTASI ATAU INFORMASI

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023/ 04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

[’

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Layanan Konsultasi atau Informasi

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA

AN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha;

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Daerah;

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Informasi Perizinan
2. SOP Pengarsipan
3. SOP SKM

1.Komputer;
2.SmartPhone

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Informasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi lebih jelas

1.Data pemohon
2.Dokumentasi




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
NO KEGIATAN Analis Hasil
Pengawasan dan Ketua Tim Pengawasan | Kepala Dinas Input Waktu Output
pengaduan
masyarakat
1 Memberikan Tanggapan terhadap Data kebutuhan | 1 jam - Tanggapan dan - Petugas menerangkan ke
konsultasi/informasi yang informasi informasi kepada pemohon pada saat itu
dibutuhkan dan mengelola jumlah - /konsultasi dari pemohon juga. (offline)
data pemohon pemohon - Rekap data data - Melalui Whatsapp, SMS,
konsultasi Website , Sosial Media dan
Email (online)
SOP Penyusunan Informasi
Perizinan
SOP SKM
2 Membuat laporan Konsultasi/ L Rekap data 2 hari Draft Laporan Jika memerlukan proses
Informasi — konsultasi waktu penjawaban yang lebih
A detail
3 Menerima laporan konsultasi/ /\ Ya Draft Laporan 30 menit | Draft Laporan
Informasi dan verifikasi Tidak \/
4 Penandatanganan Laporan i Draft Laporan 15 menit | Laporan Pengarsipan
Konsultasi/Informasi -




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
CAR FREE DAY

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 23 November 2023/ 04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Car Free Day

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penyusunan Informasi Perizinan;
2. SOP Pengarsipan;
3. SOP SKM.

1. ATK;
2. Leaflet/Brosur.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Informasi tentang pelayanan perizinan dan non perizinan menjadi lebih jelas
2. Sosialisasi tentang standar pelayanan dan standar operasional prosedur meluas

1.Data kegiatan CFD
2.Dokumentasi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
Pemohon Petugas CFD Ketua Tim Pengawasan KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Mengajukan permohonan Data Pribadi 30 menit Permohonan Informasi
informasi -
2 Memberikan informasi kepada Permohonan Informasi | 1jam Informasi Perizinan
pemohon —
3 Melakukan rekap data v Informasi Perizinan 1 hari Rekap data permohonan SOP SKM
permohonan informasi - informasi
4 Membuat Laporan pelaksanaan v Rekap data 2 Hari Laporan Pelaksaan
kegiatan Car Free Day - permohonan informasi Kegiatan CFD
5 Menerima dan memeriksa hasil i Laporan Pelaksanaan 1 hari Laporan Pelaksanaan
laporan sebagai bahan kajian Kegiatan CFD Kegiatan CFD
6 Mengarsipkan laporan kegiatan Laporan Pelaksanaan 15 menit Arsip Laporan SOP Pengarsipan
-< Kegiatan CFD Pelaksanaan Kegiatan CFD




PEMERINTAH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

MPP DIGITAL

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.04
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023

Tgl/ No Revisi

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

[

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP MPP Digital

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;

7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;

9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan
yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Magelang.

o

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperinan
- Mampu mengoperasikan komputer

- Berpenampilan rapi dan menarik

- Mampu berkomunikasi dengan baik.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Monev PNP;
2. SOP Pengarsipan.

1.Komputer;
2.Dokumen izin;
3.Aplikasi MPP Digital

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin  hari kerja;
2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal;

3. Biaya retribusi Rp. O,- ( nol Rupiah ).

- Di simpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Keterangan
FO Dinas Teknis Pengawas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output 8
Data kependudukan dan o .
1 Menerima Berkas permohonan ijin ’ persyaratan 2 jam Permohonan Aplikasi MPP Digital
5 Melakukan verifikasi data'1 pemohon dan Tidd \> Persyaratan dan regulasi 1 hari Persetujuan SOP' I'Derlzman dan Non
dokumen persyaratan (Dinas Kesehatan) . perizinan
M ikan Rek i (Di
3 emberikan Rekomendasi (Dinas Rekomendasi 2 jam Rekomendasi
Kesehatan)
4 Melakukan verifikasi persayaratan Tidak Persyaratan dan regulasi | 1 hari Persetujuan SOP. I.Denzman dan Non
AN perizinan
Ya
5 Mengesahkan Izin :- Izin Nakes 2 jam Izin Nakes SOP Pengarsipan
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Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.05
Tgl Pembuatan | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 5 Desember 2023/04
Tgl Pengesahan | : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH KOTA MAGELANG Kota Maggiag
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
|
KHUDHOIFAH, 'SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Monev Perizinan dan Non Perizinan
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1. Front office: Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Back office/Tim Teknis :
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 a. Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan | 3.Verifikator adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau penolakan atas setiap
Berusaha; pengajuan berkas permohonan penerbitan dokumen izin dan non izin;
5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 4.Penandatangan SK: Kepala DPMPTSP Kota Magelang;
Daerah; 5.Back Office harus mampu mengoperasikan Komputer.
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Kota Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112/ Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1.  SOP Sistem Antrian; 1. Komputer;
2. SOP Perizinan Berusaha; 2. Buku agenda pengambilan izin;
3. SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha; 3. Dokumen izin;
4.  SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha; 4. Aplikasi Sicantik.
5.  SOP Surat Keluar;
6.  SOP Pengarsipan.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin maksimal 2,5 hari kerja;
3. Pecapaian SOP dalam kondisi normal;
4. Nilai pajak sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 99 Tahun 2017 tentang
Nilai Sewa Reklame.




PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Ti Kepal Keterangan
Pelaksana Ketu Tim 'm e'pa @ Kelengkapan Waktu Output &
Monev Dinas
1 Rek_a_p Data Perizinan dan Non F|Ie.d_ata perizinan dan non 2 jam Isian da'Fa perizinan dan SOP SKM
Perizinan -——| perizinan non periznan
5 Menverifikasi Data Perizinan dan 1 N Ya File data perizinan dan non 30 menit File data perizinan dan non
Non Perizinan yang terbit N perizinan periznan
3 Rapat pembéhasan Data Pgrizinan Tidak A4 File'd.ata perizinan dan non 30 menit Notulen Rapat SOP Surat Keluar
dan Non Perizinan yang terbit perizinan
Membuat Draf Laporan Evaluasi S File data perizinan dan non . Draf Laporan Evaluasi
4 . 30 menit
Monev _]_ perizinan dan Notulen Rapat Monev
M ifikasi Draf L Evaluasi
5 Mg:\ésn kast Drat taporan tvaluasi Tidak /> Draf Laporan Evaluasi Monev 3 hari Laporan Evaluasi Monev
Penandatanganan Draf Laporan Laporan Evaluasi Monev yang . .
6 Evaluasi Monev ya - sudah di tanda tangani 30 menit Laporan Evaluasi Monev
7 Pengarsipan Laporan Evaluasi Monev Laporan Evaluasi Monev 30 menit Laporan Evaluasi Monev SOP Pengarsipan

A
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.SOP.06
Tgl Pembuatan 1 September 2019
Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/03

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magélang

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Monitoring dan Evaluasi PTSP & MPP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; - Petugas: Minimal berpendidikan D3;
2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Mampu mengoperasikan komputer.
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha; - Mengetahui substansi yang akan dimonitoring dan dievaluasi.
4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Bidang
Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;
8. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 23 tahun 2017 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
9. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Surat Keluar

1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1.Data SKM
2.Data observasi kegiatan Manager On Duty




MUTU BAKU

PELAKSANA
NO KEGIATAN Kepala Tim monitoring KETERANGAN
Ketua Tim DPMPTSP dan Evaluasi KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Mengumpulkan, merangkum data dan - Data Pengunjung dari 2 Hari - Laporan data
informasi pelaksanaan PTSP/ MPP ﬁ mesin antrian pengunjung
- Data SKM - Laporan SKM
2 Monitoring dan menilai kinerja PTSP/ MPP > - Laporan Data 3 Hari Hasil Observasi dari tenan
(Observasi dan wawancara) - Pengunjung
- Laporan SKM
3 Merangkum hasil monitoring dan penilaian Hasil Observasi 6 Hari Draf Hasil Monev PTSP SOP Surat Keluar
kinerja MPP/PTSP, Melaksanakan Rapat A 4 dan MPP
Koordinasi dengan Tim Monev MPP, dan
tenan
6 Membuat laporan hasil monev Draf Hasil Monev PTSP 1Jam Laporan hasil monev PTSP
dan MPP dan MPP
7 Menerima dan menandatangani draft « hasil Laporan Monev 1 Hari Finalisasi Laporan Monev
laporan monev MPP/PTSP - PTSP dan MPP PTSP dan MPP
8 Membuat buku laporan monev MPP/PTSP v Finalisasi Laporan Monev | 2 Hari Buku Laporan Monev PTSP
- PTSP dan MPP dan MPP
9 Menerima, Mengoreksi dan Buku Monev PTSP dan 30 Menit | Buku Laporan Monev PTSP | SOP Pengarsipan
Menandatangani buku laporan monev i MPP dan MPP yang telah
MPP/PTSP disahkan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01.S0P.01
Tgl Pembuatan 1 September 2019

Tgl/ No Revisi 30 November 2023 /04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magélang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Bahan SOP dan SP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;

3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Kota Magelang;

6. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;

7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

8. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP FGD SOP dan SP

2. SOP Penyusunan SOP dan SP
3. SOP Sosialisasi SOP dan SP
4. SOP Surat Keluar

Komputer, Software

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu perlu
disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen SK SOP & SP
Dokumen SP
Dokumen SOP




PELAKSANA MUTU BAKU
Tim
NO KEGIATAN Ket
Anggota Penyusunan Pengawas KELENGKAPAN Waktu Output eterangan
Tim Ketua Tim SPP & SOP
Daftar

1 Melakukan identifikasi perubahan-perubahan [ Daftar Peraturan terbaru 1jam Perubahan

peraturan tekait perizinan penyesuaian SOP

dan SP.

Melakukan koordinasi dengan OPD terkait Daftar Perubahan . SOP dan SP yang
2

rencana penyusunan SOP dan SP - penyesuaian SOP dan SP 30 menit akan direvisi

Daftar Peraturan terbaru,

3 Memberikan saran dan masukan terhadap :- Dokumen SOP dan SP 17 hari Konsep Dokumen

rencana penyusunan SOP dan SP terakhir, Konsep SOP & SP SOP dan SP

penyesuaian

4 Melakukan edit data terkait penyesuaian SOP & - Konsep SOP & SP 5 hari Draft Dokumen

SP serta mencetak dokumen SOP & SP Penyesuaian SOP dan SP

SOP FGD SOP & SP
> SOP Surat Keluar

5 Is\/llaelakukan paraf pada draft dokumen SOP dan Draft Dokumen SOP dan 30 Menit Draft Dokumen SOP Penyusunan

SP

SOP dan SP

SOP& SP
SOP Sosialisasi SOP
& SP




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

FGD SOP DAN SP

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



OTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01.SOP.02

Tgl Pembuatan : | 1September 2019

Tgl/ No Revisi : | 5 Desember 2023/03

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH,SH ,MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | FGD SOP dan SP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;

3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu Kota Magelang;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

7. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan
dan Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kota Magelang.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Penyusunan Bahan SOP dan SP

SOP Penyusunan SOP dan SP

SOP Sosialisasi SOP dan SP

SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik
SOP Pengarsipan

e wN R

Komputer, Software

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu
perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen SK SOP dan SP
Dokumen SPP
Dokumen SOP




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Anggota Ketua Tim Pengawas Ka Keterangan
KELENGKAPAN Wakt tput
Tim DPMPTSP axtu Outpu
Melakukan persiapan undangan, materi . Undangan dan
1 Draf P t Kel
dan rencana jadwal FGD - . raf undangan, 1jam Jadwal SOP Surat Keluar
jadwal
5 Melaksanakan rapat tindak lanjut FGD - Draf Materi EGD 2 jam Materi FGD
sebelumnya
A
3 Me!aksanakan FGD dan penandatanganan - Materi FGD 1 hari Hasil FGD dan BA
Berita Acara FGD
2
Membuat laporan hasil FGD dan tindak . . Hasil tindak lanjut
4 Hasil FGD 1h
lanjut F asil FG an FGD
" . . .
5 Memeriksa hasil laporan FGD Tida Ya I:Gagl tindak lanjut 1jam Draf laporan FGD
; Melakukan paraf pada laporan hasil FGD v Draf Laporan 20 ment Draf Laporan FGD
- FGD terverifikasi
- - v ;
7 Menandatangani laporan hasil FGD - Draf laporan FGD 30 menit | Laporan hasil FGD SOP Pengarsipan

terverifikasi
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 September 2019

Tgl/ No Revisi 30 November 2023 /03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

'S

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan SOP dan SP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;

3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu Kota Magelang;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

7. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Bahan SOP dan SP

2. SOP FGD SOP dan SP

3. SOP Sosialisasi SOP dan SP

4. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik
5. SOP Pengarsipan

Komputer, Software, Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu
perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen SK SOP dan SP
Dokumen SPP
Dokumen SOP




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Anggota . Pengawas Ka Keterangan
Tim Ketua Tim DPMPTSP KELENGKAPAN Waktu Output
PP
1 Melaksanaka perbaikan draft - Draft Dokumen 1 hari Dokumen SOP dan ;Shaner;\(/)uszginSP
SOP dan SP hasil FGD SOP dan SP SP SOP FGD
Draft SK SOP dan Draft SK SOP dan
2 glllpenyusun Dokumen SKSOP dan - SP, Dokumen SOP | 1 hari SP, Dokumen SOP
dan SP dan SP
\4 Dokumen SOP Dokumen SOP dan
Melakukan paraf pada dokumen - .
4 dan SP dan SK 1jam SP dan SK SOP dan
SOP dan SP dan SK SOP dan SP SOP dan SP sp
SOP Sosialisasi
Dokumen SOP Dokumen SOP dan SOP Publikasi Data
i \ 4
5 Menandatangani dokumen SOP - dan SP dan SK 30 menit | SP dan SKSOP dan | dan Informasi secara

dan SP dan SK SOP dan SP

SOP dan SP

SP

Elektronik
SOP Pengarsipan
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KOTA MAG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.01.SOP.04

Tgl Pembuatan : | 1September 2019

Tgl/ No Revisi : | 30 November 2023/03

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Sosialisasi SOP dan SP

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha;

3. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu
Satu Pintu Kota Magelang;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

7. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyusunan Bahan SOP & SP
2. SOP FGD SOP dan SP

3. SOP Penyusunan SOP&SP

4. SOP Surat Keluar

5. SOP Pengarsipan

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

2. Jangka waktu sosialisasi 1 hari kerja

3. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Laporan Kegiatan




PELAKSANA MUTU BAKU
Waktu
NO KEGIATAN K
Ketua Tim Pengawas Pelaksana Narasumber DPm:TSP KELENGKAPAN ( dalam Output Keterangan
menit )
1 Membuat proposal kegiatan dan menyerahkan draf proposal DPA, Draft proposal 60 menit Draf proposal SOP Penyusunan
kegiatan kepada ketua tim Sosialisasi Y Bahan SOP & SP, SOP
FGD SOP & SP, SOP
Penyusunan SOP&SP
2 Melakukan verifikasi proposal kegiatan dan mengajukian ya Draf proposal 30 menit Draf proposal
kepada Kepala Dinas Tidak
3 Memberikan persetujuan dan arahan pelaksanaan kegiatan < Draf proposal 15 menit proposal
4 Melakukan koordinasi dengan kepala Analis Kebijakan terkait proposal 30 menit Proposal, Data
usulan narasumber -: Narasumber
5 Melakukan koordinasi dengan staff untuk mempersiapkan P | Proposal, Data 30 menit Proposal, Data SOP Surat Keluar
berkas usulan narasumber -‘ Narasumber Narasumber
6 Membuat dokumen-dokumen penunjukan narasumber > Proposal, Data 60 menit Undangan, surat
- Narasumber penunjukan narasumber
7 Memberikan jawaban kesediaan sebagai narasumber -_ surat penunjukan 1 hari Surat kesanggupan
I narasumber narasumber
. v .
8 Melakukan persetujuan surat kesanggupan narasumber Surat kesanggupan 15 menit Surat kesanggupan
_ narasumber, narasumber , Lembar
Lembar disposisi disposisi
9 Melaksanakan koordinasi dengan Analis Kebijakan untuk -: | Surat kesanggupan 30 menit Surat kesanggupan
persiapan pelaksanaan kegiatan narasumber, narasumber , Lembar
Lembar disposisi disposisi, Daftar Undangan
10 Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Surat kesanggupan 30 menit Surat kesanggupan
sosialisasi P narasumber, narasumber, Lembar
- - Lembar disposisi, disposisi, Daftar Undangan
Daftar Undangan
11 Membuat dokumen-dokumen persiapan pelaksanaan :_ Surat kesanggupan 120 menit Kelengkapan pertanggung
kegiatan meliputi undangan untuk tamu, daftar hadir dan narasumber, jawaban pelaksanaan
materi presentasi penyusunan SP dan SOP PNP Lembar disposisi, kegiatan (SPJ)
Daftar Undangan
12 Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan membuat laporan hasil _: Bukti SPJ 1 hari Laporan hasil Kegiatan
kegiatan
13 Mengarsipkan Laporan hasil kegiatan Laporan hasil 15 menit Laporan Hasil Kegiatan SOP Pengarsipan

i

Kegiatan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SISTEM ANTRIAN
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.S0OP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Sistem Antrian

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota

Magelang;

6. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;

8. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan

Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Magelang.

ukhwNe

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan;
- Memiliki kepribadian yang baik;
- Dapat mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Sistem Antrian;

SOP Perizinan Berusaha;

SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha;
SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha;
SOP Monev PNP;

SOP Pengarsipan.

S

1. Komputer;
2.SmartPhone

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN KETERANGAN
PEMOHON PETUGAS KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Pemohon mengambil nomor antrian, Identitas pemohon dan nomor 1 menit Nomor antrian
dan menunggu panggilan antrian - handphone
2 Memanggil antrian v Identitas pemohon dan nomor 3 menit Data Permohon
- handphone
3 Menuju meja tenan yang dituju, dan Persyaratan Permohonan pelayanan 3 menit
menerima pelayanan dari petugas v sesauai standar pelayanan masing-
- masing instansi
4 | Memberikan pelayanan Persyaratan Permohonan pelayanan 2 jam Informasi atau
sesauai standar pelayanan masing- Izin
- masing instansi
5 | Sesudah pelayanan, pemohon mengisi Kuisoner Survey Kepuasan Msyarakat 5 menit SOP Pengarsipan

Survey Kepuasan Masyarakat yang
sudah di sediakan di anjungan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

ADMINISTRASI PERIZINAN NON BERUSAHA

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.SOP.02
Tgl Pembuatan | 1 April 2017
o Tgl/ No Revisi | 5 Desember 2023/04
Tgl Pengesahan | : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG
PEMERINTAH KOTA MAGELANG -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
“oDAOIFAH,ISH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Administrasi Perizinan Non Berusaha
DASAR HUKUM: KUALIFIKASI PELAKSANAAN:
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 | - Berpenampilan rapi dan menarik
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; - Mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Sistem Antrian; 1. Komputer;
2. SOP Perizinan Berusaha; 2. Buku agenda pengambilan izin;
3. SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha 3. Dokumen izin;
4. SOP Surat Keluar; 4. Aplikasi Sicantik.
5. SOP Monev PNP;
6. SOP Pengarsipan.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin maksimal 5 hari kerja;
3. Pecapaian SOP dalam kondisi normal;
4, Biaya retribusi Rp. 0,- ( nol Rupiah ).




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Keterangan
Pemohon FO Ketua Tim Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1 Mengajukan permohonan izin dan upload File persayaratan 1 hari Isian data SOP Sistem Antrian
persyaratan perizinan melalui aplikasi sicantik P permohonan izin permohonan izin Aplikasi Sicantik
/\ Ya Isian Data Isian Data
2 Meneliti kelengkapan permohonan izin dari Tidak Permohonan Izin 1 hari Permohonan lzin
pemohon dan diserahkan ke analis kebijakan dan file dan file
persyaratan izin persyaratan izin
Isian D Isian D
Melakukan entri data teknis permohonan izin dan v Pstlearrr;ozz)anan Izin PsclaarrrLoE:)anan lzin
3 diserahkan ke Dinas teknis - . 1 hari )
dan file dan file
persyaratan izin persyaratan izin
Memverifikasi permohonan dan Memberikan Isian Data . Isian Data . SOF.) If’enetapan
Permohonan lzin .| Permohonan Izin Perizinan Non
4 catatan kelengkapan dan kebenaran berkas - . 1 hari )
dan file dan file Berusaha
permohonan dan menyerahkan ke pelaksana .. .
persyaratan izin persyaratan izin




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENETAPAN PERIZINAN NON BERUSAHA

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.50P.03
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MAGELANG

Disahkan Oleh

“SBHOIFAH, BH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;

7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;

9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperinan
- Mampu mengoperasikan komputer

- Berpenampilan rapi dan menarik

- Mampu berkomunikasi dengan baik.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Sistem Antrian;

SOP Perizinan Berusaha;

SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha;
SOP Surat Keluar;

SOP Monev PNP;

. SOP Pengarsipan.

ok wWwNE

1. Komputer;

2. Buku agenda pengambilan izin;
3. Dokumen izin;

4. Aplikasi Sicantik.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya;
2. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin maksimal 5 hari kerja;
3. Pecapaian SOP dalam kondisi normal;

4, Biaya retribusi Rp. 0,- ( nol Rupiah ).

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Keterangan
Kepala
Pengawas DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
MembenI.(a.n persetUJuan/pe_rsetUJuan dengan . .| Isian data SOP Rekomendasi Dinas
1 catatan/tinjauan lapangan/ditolak atas Rekomendasi 1 hari . .
permohonan izin Teknis
permohonan
Isian Data .
Permohonan Izin dan Isian Data
2 Menetapkan permohonan izin ) . 1 hari | Permohonan lzin dan
file persyaratan izin ) .
file persyaratan izin
Y Isian Data .
Menandatangani surat izin/surat penolakan secara Permohonan lzin dan Isian Data
3 . g P - . .. 1 hari | Permohonan Izin dan | SOP Pengarsipan
elektronik file persyaratan izin . ..
file persyaratan izin




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PELAYANAN KELILING

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.50P.04
Tgl Pembuatan | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi © | 5Desember 2023/04
Tgl Pengesahan | : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
| "
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pelayanan Keliling

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

6. Keputusan Walikota Magelang Nomor Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan
yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang.

7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;

v

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan non perizinan
- Mampu mengoperasikan Komputer.

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Sistem Antrian; 1. Komputer;

2. SOP Perizinan Berusaha; 2. Dokumen izin;

3. SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha; 3. Aplikasi Sicanti;.

4. SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha 4. Aplikasi OSS;

5. SOP Surat Keluar; . -

6. SOP Monev PNP: 5. Mobil Keliling.

7. SOP Pengarsipan.

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. lJika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya;
2. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin maksimal 2.5 hari kerja;
3. Pecapaian SOP dalam kondisi normal;

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




MUTU BAKU

PELAKSANA
NO KEGIATAN KETERANGAN
Pemohon Petugas Ketua Tim Kelengkapan Waktu Output

1 Mengisi buku tamu dan data - Data pemohon 5 menit Data Pemohon

usaha A
2 Ambil Nomer Antrian File Persyaratan 2 Jam File persyaratan dan Pemberitahuan ke pemohon

v tanda terima bila ada kekurangan dan proses
<> berikutnya bila sudah sesuai
Tidak ketentuan
3 Melaksanakan Pendampingan File persyaratan, data 1Jam Pengajuan lIzin Aplikasi Sicantik dan Aplikasi
Ya pemohon, data 0SS RBA
A4 ..
- pendukung izin,

4 Memberikan penilaian atas - Data pemohon 15 menit | IKM

layanan yang diterima
5 Melakukan Rekap data Rakap data pemohon 2 jam Laporan Rekap data

pelaksanaan pelayanan i yang datang

perizinan —
6 Menyetujui Rekap data Rekap data yang sudah 1jam Laporan Rekap data yang | SOP Pengarsipan

pelayanan perizinan ii di tanda tangani sudah di setujui




PEMERINTAH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

PERIZINAN BERUSAHA
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.SOP.05

Tgl Pembuatan * 1 1April 2017
Tgl/ No Revisi : | 5 Desember 2023/04
Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Perizinan Berusaha
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperinan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Mampu mengoperasikan komputer
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 - Berpenampilan rapi dan menarik
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; - Mampu berkomunikasi dengan baik.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan Nonperizinan
yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Magelang.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Sistem Antrian; 1.Komputer;
2. SOP Perizinan Berusaha; 2.Dokumen izin;
3. SOP Administrasi Perizinan Non Berusaha; 3.Aplikasi OSS RBA.
4. SOP Penetapan Perizinan Non Berusaha;
5. SOP Surat Keluar;
6. SOP Monev PNP;
7. SOP Pengarsipan.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin 90 hari kerja; - Di simpan sebagai data elektronik dan manual

2. Pencapaian SOP dalam kondisi normal;

3. Bi

aya retribusi  Rp. 0,- ( nol Rupiah ).




PELAKSANA MUTU BAKU
Penata Perizinan
NO. KEGIATAN Tim Pel AhliM Keterangan
Pemohon 'm géyanan ! a(_:lya Kelengkapan Waktu Output &
Perizinan (Subkoordinator
Pelayanan PNP)
Pemohon mengajukan permohonan hak F Data kheperk;duduk:;n Username dan
akses 0SS RBA, mengisikan data pemohon berupa data . Aplikasi OSS RBA
1 - NIK, data perusahaan 1 hari password, data pelaku
pemohon, data usaha dan daftar kegiatan daftar kegi h ’ usaha
usaha aftar kegiatan usaha
Fil Rek i
Melakukan verifikasi dari daftar kegiatan o ] lle persyaratan, data . 89 hari surat Re omendasu . .
2 . . Tidak pemohon dan data teknis pengembalian dan surat | Dinas Teknis
usaha oleh Dinas Teknis .
izin penolakan
File persyaratan, data Verifikasi dan penetapan
3 Melakukan persetujuan data usaha dan 3 :- pemohon, data 2 iam surat ijin atau surat Verifikasi kelengkapan
persetujuan daftar kegiatan usaha pendukung izin dan ) pengembalian apabila kewajiban pemohon
rekomendasi dinas teknis belum lengkap
4 Pemohon mendapatkan dan mencetak -< Legalitas lIzin 30 menit Legalitas lzin SOP Pengarsipan

izin/surat penolakan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.02.S0OP.06
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 24 November 2023/ 04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Survey Kepuasaan Masyarakat

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSAN

AAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha;

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah;

- Menguasai pe

rsyaratan perizinan berusaha dan nonperinan

- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

SOP Pengarsipan

1. Komputer;
2. SmartPhone;

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Pembuatan Laporan Survey Kepuasan Masyarakat
2. Rapat evaluasi Survey Kepuasan Masyarakat

1.Rekap Data Kegiatan
2.Dokumentasi

SKM




PELAKSANA MUTU BAKU KETERANGAN
Analis Hasil Ketua Tim Pengawas Kepala Kelengkapan Waktu Output
Pengawasan Dinas
NO KEGIATAN
dan
pengaduan
masyarakat
1 Mengumpulkan dan mengolah Kuisoner Survei 1 hari Analisa Indeks SOP Penanganan Keluhan
data Survei Kepuasan Masyarakat - Kepuasan Kepuasan Pelanggan, SOP Car Free
yang telah terisi sesuai dengan Masyarakat Masyarakat Day, SOP
formula Indeks Kepuasan Konsultasi/Informasi online
Masyarakat (IKM) dan offline
2 Membuat Laporan Survey v Analisa Indeks 3 hari Draft Laporan
Kepuasan Masyarakat dan - Kepuasan SKM
melakukan evaluasi Survey Masyarakat dan Hasil
kepuasan Masyarakat Evaluasi SKM
3 Menerima Laporan hasil Survey Draft Laporan SKM 1 hari Draft Laporan
Kepuasan Masyarakat dan > SKM
verifikasi
4 Penandatanganan Laporan Survey - Draft Laporan SKM 30 menit Laporan SKM Pengarsipan
Kepuasan Masyarakat




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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AUDIT INTERNAL 1SO
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OTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03.S0P.01

Tgl Pembuatan : | 1September 2019

Tgl/ No Revisi : | 30 November 2023/04

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH,SH ,MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Audit Internal ISO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar

2. SOP Pengarsipan

3. Tinjauan Manajemen ISO

4. SOP Surveilance Audit ISO/ Resertifikasi ISO

Komputer, Software

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen I1SO




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN A t Ketua Ti Auditor Keterangan
nggota etua fim MR | KaDPMPTSP | KELENGKAPAN | Waktu Output &
Tim ISO
Melakukan persiapan audit internal . .
1 | ,membuat jadwal audit internal dan - ::?:r/:;fumt 1jam Jadwal audit internal SOP Surat Keluar
membuat undangan audit internal
Melaksanakan rapat persiapan audit Jadwal audit . L
2 internal - internal 2 jam Jadwal audit internal
A
. Hasil audit . . .
3 Melaksanakan audit internal - internal 1 hari Hasil audit internal
v
4 Membuat laporan hasil audit internal dan Hasil audit 1 hari Hasil perbaikan audit
tindakan perbaikannya - internal internal
. . . ) Hasil perbaikan . Hasil perbaikan audit
5 | Memeriksa hasil audit internal Tidak \/ ‘s audit internal 1jam internal
Melakukan paraf pada laporan hasil audit -
6 internal Ha5|.l F)erbalkan 30 menit Ha5|l perbaikan audit
audit internal internal
Menandatangani laporan hasil audit . . . . SOP Pengarsipan
7 internal - Hasil perbaikan 30 menit Laporan hasil audit SOP Surveilance Audit

audit internal

internal

ISO/Resertifikasi ISO




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
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OTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03.SOP.02

Tgl Pembuatan : | 1September 2019

Tgl/ No Revisi : | 30 November 2023/03

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'S

KHUDHOIFAH,SH ,MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Tinjauan Manajemen

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004
tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar

2. SOP Pengarsipan

3. SOP Surveilance Audit ISO/Resertifikasi ISO
4. Sop Internal Audit I1SO

Komputer, Software

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen I1SO




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN i i Ket
A”Tgif:ta Ketua Tim Auditor | MR |\ DPMPTSP | KELENGKAPAN | Waktu Output eterangan
1 Melakuk'an per5|'ap'an undanga!n, dan - Draf undangan, 1jam Undangan dan SOP Surat Keluar
rencana jadwal tinjauan manajemen . Jadwal
jadwal
4 Draf Materi
Melaksanakan rapat tindak lanjut tinjauan .ra. ater . Materi Tinjauan
2 . tinajuan 2 jam .
menejemen sebelumnya . Manajemen
manajemen
\4
. . Materi Tinjauan . Hasil Tinjauan
Melak k 1h
3 elaksanakan tinjauan manajemen - Manajemen ari Manajemen
. . . ' . . . . . .
4 Memk')uat Iaporan. hasil tlnj.auan - Hasil Tlnjauan 1 hari I-!agl tindak Iar.uut
manajemen dan tindak lanjut 'y Manajemen tinjauan manajemen
. . . Hasil tindak lanjut
5 Mem?rlksa hasil laporan tinjauan Tida <> tinjauan 1jam D.re.af laporan .
manajemen . tinjauan manajemen
va manajemen
I\(Iglakukan par'af pada laporan hasil < Draf Laporan Draf Laporan
tinjauan manajemen - L . . .
6 tinjauan 30 menit | tinjauan manajemen
manajemen terverifikasi
Draf | PP i
Menandatangani laporan hasil tinjauan \ 4 .r? aporan . >0 engarsman .
. tinjauan . Laporan hasil SOP Surveilance Audit
7 manajemen - . 30 menit . . ey
manajemen tinjauan manajemen | 1SO/Resertifikasi ISO
terverifikasi SOP Internal Audit




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.01.03.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 September 2019

Tgl/ No Revisi 30 November 2023/03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Surveilance Audit 1ISO/ Resertifikasi 1ISO

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas;

4. Standar Persyaratan 1SO 9001 : 2015 Tentang Sistem Manajemen Mutu.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan

2. SOP Surat keluar

3. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
4. SOP Audit Internal ISO

5. SOP Tinjauan Manajemen ISO

Komputer, Software

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena
itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Dokumen ISO




PELAKSANA MUTU BAKU
Audit
NO KEGIATAN A t i
nggota Ketua Tim eksternal MR | ka pPmPTSP KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Tim (SAI)
Melakukan persiapan surveilance . . . Jadwal surveilance
. . - Jadwal surveilance audit | 1 jam . SOP Surat Keluar
1 | audit dan membuat jadwal audit
. . SOP Pengadaan
surveilance audit
. Jadwal surveilance audit Jadwal surveilace audit
Melaksanakan rapat persiapan .
2 . . 2 jam
surveilance audit
v
3 Melaksanakan surveilance audit - Dokumen ISO 2 hari Hasil surveilance audit | Audit Internal ISO
Melakukan tindakan perbaikan A Hasil perbaikan
4 hasil surveilance audit dan tindakan Hasil surveilance audit 1 hari p .
. > surveilance audit
perbaikannya
1\
. . . . Hasil perbaikan . Hasil perbaikan
5 Memeriksa hasil surveilance audit p . 1jam p .
) surveilance audit surveilance audit
Tidak Ya
Melalfukan para\.f pada laporan hasil - Hasil perbaikan . Hasil perbaikan
6 surveilance audit ) . 30 menit ) .
surveilance audit surveilance audit
M il hasil Hasil ik L Hasil
7 enandatangani laporan hasi - asil perbaikan 30 menit aporan Hasi SOP Pengarsipan

surveilance audit

surveilance audit

surveilance audit
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KOTA MAGELANG]|

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.02.S0OP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1.Memiliki Kemampuan dasar Komputer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perizinan Berusaha;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun | 3. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi;
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer;
2. SOP Pengarsipan 2. Buku agenda pengambilan izin;
3. Dokumen izin;
4. Aplikasi Sicantik.
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya; - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
2. Jangka waktu pemrosesan berkas sejak diterima s/d diterbitkannya Izin maksimal 5 hari kerja;
3. Pecapaian SOP dalam kondisi normal;
4. Nilai pajak sesuai ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Walikota Magelang Nomor 99 Tahun 2017

tentang Nilai Sewa Reklame.

29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Survey Pemenuhan Komitmen




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Tim Pelaku Keterangan
Pelaksana Ketua Tim Pengawas Pemenuhan Usaha Kelengkapan Waktu Output
Komitmen
Indentifikasi Pelaku usaha yang belum Daftar Pelaku . Daftar Pelaku
1 2
memenuhi komitmen pada aplikasi OSS 9 Usaha Jam usaha
Tidak Setuju
5 Melakukan verifikasi Data Pelaku usaha yang Setuju ) Daftar Pelaku 1 hari Daftar Pelaku
belum memenuhi komitmen Usaha Usaha
Melaksanakan rapat koordinasi dengan Tim
3 Pemenuhan komitmen untuk pelaksanaan - Bahan Inspeksi 1 hari | Bahan Inspeksi SOP Surat Keluar
peninjauan lapangan
Draft Beri
Melaksanakan Inspeksi lapangan dan mencatat . . rait erl’Fa
4 . . ) Bahan Inspeksi 1 hari | Acara Hasil
tindak lanjut hasil survey survey
v i
Penandatanganan Berita Acara hasil survey - Berita Acara hasil 30 Berita Acara hasil 28:; g::izzlp;n an
pemenuhan komitmen Survey menit | Survey Pemenuhan Ilzonfitmen




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
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KOTA MAGELANG]|

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.02.SOP.02
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'S

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Pendampingan Pemenuhan Komitmen

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 1.Memiliki Kemampuan dasar Komputer;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 2. Memiliki Pengetahuan tentang Peraturan Perizinan Berusaha;
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun | 3. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi;
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota
Magelang;
7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota Magelang;
8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Magelang;
9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112 Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
Nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Magelang.
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Survey Pemenuhan Komitmen
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

1. Komputer;

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak teliti maka akan menghambat proses selanjutnya;

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas _ Kepala Keterangan
Informasi FO DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 Men'erlma Kelengkapan berkas pemenuhan Nomor Antrian 1 . Nomor Antrian SOP Antrian
komitmen menit
Tiflak i
l et ﬂle persyaratan Bila belum lengkap
Verifikasi data izin lengkap dan . .
A berkas dikembalikan
Melakukan Verifikasi Berkas pemenuhan dukung 15 benar, data .
2 . . dan pemohon dating
komitmen pemenuhan menit | pemohon dan .
. ) lagi setelah dokumen
komitmen rekomendasi lencka
dinas teknis gkap
Mengarahkan pemohon menuju pelayanan Ya
3 mandiri untuk mendapatkan pendampingan Data dukung yang 1 Data dukung
petugas layanan sampai mendapatkan izin lengkap menit | yang lengkap
usaha
Mengupload file
v Pemohon persyaratan,
4 Melakukan pendampingan pemenuhan - membuka OSS 30 data pendukung | Upload memalui
komitmen pelaku usaha melalui OSS dengan akun menit | izin, yang sudah aplikasi OSS
pemilik usaha ditetapkan
sesuai izinya
v
5 Mengesahkan Izin - NIB, Sertifikat 30 Surat izin atau Tanda tangan
& standar, Izin Menit | surat penolakan elektronik
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.02.S0OP.03
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magziag
|

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Laporan Survey Pemenuhan Komitmen

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Kota Magelang;

7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112/ Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

1. Front office: Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
2. Back office/Tim Teknis :
a. Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
b. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK;
3. Verifikator adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau
penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan dokumen izin dan non izin;
4. Penandatangan SK: Kepala DPMPTSP Kota Magelang;
5. Back Office harus mampu mengoperasikan Komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Survey Pemenuhan Komitmen

2. SOP Pendampingan Pemenuhan Komitmen
3. SOP Surat Keluar;

4. SOP Pengarsipan.

Komputer
Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU
NO. KEGIATAN Keterangan
Anggota Tim Ketua Tim Pengawasan | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
SOP Survey Pemenuhan
Menyipkan bahan laporan survey Data Pelaku . Komitmen
1 2 Rek t
pemenuhan komitmen -_ Usaha Jam ekap data SOP Pendampingan
Pemenuhan Komitmen
Menyusun Laporan Monev .
4 . Draft Laporan 2 hari Draft Laporan
Pemenuhan Komitmen Y
Melakukan Verifikasi laporan Monev
5 Pemenuhan Komitmen Tidak Draft Laporan 1 hari Draft Laporan
Ya
6 Mengesahkan Laporan Monev > - Draft Laporan 1jam Laporan SOP Pengarsipan

Pemenuhan Komitmen




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MONEV PELAKSANAAN PEMENUHAN KOMITMEN

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.02.S0P.04
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Maggiag

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Monev Pelaksanaan Pemenuhan Komitmen

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;

5. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

6. Peraturan Walikota Magelang Nomor 50 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik
Kota Magelang;

7. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kota
Magelang;

8. Peraturan Walikota Magelang Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian kewenangan
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nomperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang;

9. Keputusan Walikota Magelang Nomor 503/121/112/ Tahun 2020 tentang Jenis-jenis Perizinan dan
nonperizinan yang didelegasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

1. Front office: Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
2. Back office/Tim Teknis :
a. Minimal berpendidikan D3 (harus menguasai persyaratan izin);
b. Memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terhadap terbitnya sebuah SK;
3. Verifikator adalah pejabat yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, penyetujuan atau
penolakan atas setiap pengajuan berkas permohonan penerbitan dokumen izin dan non izin;
4. Penandatangan SK: Kepala DPMPTSP Kota Magelang;
5. Back Office harus mampu mengoperasikan Komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Survey Pemenuhan Komitmen

2. SOP Pendampingan Pemenuhan Komitmen
3. SOP Surat Keluar;

4. SOP Pengarsipan.

Komputer
Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pengawasan Keterangan
Anggota Tim Ketua Tim Tim Teknis Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
SOP Survey Pemenuhan
Menyiapkan daftar pelaku usaha Data Pelaku . Komitmen
1 — 2 Rek t
usaha - Usaha Jam ekap data SOP Pendampingan
Pemenuhan Komitmen
2 Identifikasi Pemenuhan Komitmen st);i:elaku 1 hari Data Pelaku Usaha
3 Memberikan Saran dan Masukan - Undangan 1 hari Notulen SOP Rapat Koordinasi
dl |
4 Menyusun Lapor:?\n Monev -‘ Draft Laporan 2 hari Draft Laporan SOP Pengarsipan
Pemenuhan Komitmen |
Melakukan Verifikasi laporan Monev '
5 Pemenuhan Komitmen Tidak Draft Laporan 1 hari Draft Laporan
Ya
6 Mengesahkan Laporan Monev > - Draft Laporan 1jam Laporan

Pemenuhan Komitmen




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

SOSIALISASI FASILITAS/INSENTIF PENANAMAN MODAL

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.03.S0P.01

Tgl Pembuatan

1 September 2019

Tgl/ No Revisi

30 November 2023/03

Tgl Efektif

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelzng

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Sosialisasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSAN

AAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

2. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal ;

7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal;

- Memiliki kesabaran
- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

- Mampu mengoperas

ikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENG

KAPAN :

1. SOP Penetapan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

2. SOP Pelayanan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

3. SOP Monitoring Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
4. SOP Surat Keluar

5. SOP Pengarsipan

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Jangka waktu sosialisasi 1 hari kerja dilakukan secara online dan offline
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Laporan Kegiatan




PELAKSANA MUTU BAKU
Waktu
NO KEGIATAN K
Ketua Tim Pengawas Pelaksana Narasumber DPM:TSP KELENGKAPAN ( dalam Output Keterangan
menit )
1 Membuat proposal kegiatan sosialisasi secara offline dan DPA, Draft proposal 60 menit Draf proposal
online dan menyerahkan draf proposal kegiatan kepada ketua *
tim Sosialisasi A
2 Melakukan verifikasi proposal kegiatan dan mengajukan ya Draf proposal 30 menit Draf proposal terverifikasi
kepada Kepala Dinas Tidak
3 Memberikan persetujuan dan arahan pelaksanaan kegiatan < Draf proposal 15 menit Proposal yang telah
- terverifikasi disetujui
4 Melakukan koordinasi dengan kepala Analis Kebijakan terkait Proposal yang telah 30 menit Rencana kegiatan
usulan pemateri untuk sosialisasi offline dan online -: disetujui
5 Melakukan koordinasi dengan staff untuk mempersiapkan P Rencana kegiatan 30 menit Draf Surat permohonan SOP Surat Keluar
berkas usulan pemateri - -
6 Membuat dokumen penunjukan pembuat materi Draf Surat 60 menit Surat permohonan
> - permohonan
7 Memberikan jawaban kesediaan sebagai pemateri -_ Surat permohonan 1 hari Surat kesanggupan
I emateri
8 Melakukan persetujuan surat kesanggupan pemateri - Surat kesanggupan 15 menit Lembar disposisi
pemateri
9 Melaksanakan koordinasi dengan Analis Kebijakan untuk -‘ | Lembar disposisi 30 menit Draf Susunan Acara, Daftar
persiapan pelaksanaan kegiatan - Undangan, Bahan Materi
Sosialisasi
10 Melakukan koordinasi terkait persiapan pelaksanaan kegiatan Draf Susunan 30 menit Susunan Acara, Daftar
sosialisasi P Acara, Daftar Undangan, Bahan Materi
- - Undangan, Bahan Sosialisasi
Materi Sosialisasi
11 Membuat dokumen-dokumen persiapan pelaksanaan =- Susunan Acara, 120 menit Kelengkapan pertanggung
kegiatan meliputi undangan untuk tamu, daftar hadir dan Daftar Undangan, jawaban pelaksanaan
materi insentif dan kemudahan penanaman modal Bahan Materi kegiatan (SPJ)
Sosialisasi
12 Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan membuat laporan hasil _4 Bukti SPJ 1 hari Laporan hasil Kegiatan
kegiatan
13 Mengarsipkan Laporan hasil kegiatan I Laporan hasil 15 menit Dokumen Arsip SOP Pengarsipan

v

Kegiatan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JL. VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.03.S0OP.02
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 30 November 2023/ 04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Pelayanan Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Penanaman Modal di Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal ;

7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal;

bl o

- Menguasai persyaratan pengajuan insentif dan kemudahan penanaman modal
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Penetapan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 1.Komputer;

2. SOP Sosialisasi Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 2.SmartPhone

3. SOP Monitoring Evaluasi Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

4. SOP Surat Keluar

5. SOP Pengarsipan

PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:

1. Informasi tentang pelayanan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal masih
dilakukan secara manual

1.Data pemohon
2.Dokumentasi




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
NO KEGIATAN _ Kepala
Pemohon | Petugas Ketua Tim Pengawas Dinas Input Waktu Output
1 Pemohon mengajukan konsultasi Data pemohon dan 1Jam Formulir
/informasi baik secara online atau - insentif dan Permohonan
offline kemudahan yang
dimohonkan
2 Memberikan konsultasi/informasi v Formulir 30 Menit | Jawaban/ Catatan - Petugas menerangkan ke
yang dibutuhkan pemohon Permohonan hasil dari pemohon pada saat itu
- konsultasi/Informasi juga. (offline)
- Melalui Whatsapp, SMS,
Website , Sosial Media dan
Email (online)
3 Membuat laporan Konsultasi/ v Rekap data 1jam Draft Laporan
Informasi pelayanan pemberian - konsultasi/informasi
insentif/kemudahan PM
4 Menerima laporan konsultasi/ v Draft Laporan 30 menit | Draft Laporan
Informasi pelayanan pemberian - terverifikasi
insentif dan kemudahan PM dan
memverifikasi
5 Penandatanganan Laporan v Draft Laporan 15 menit | Laporan pelayanan SOP Pengarsipan

Konsultasi/Informasi pemberian
insentif dan kemudahan PM

terverifikasi

pemberian insentif
dan kemudahan pm




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANAMAN MODAL

MONEV PEMBERIAN FASILITAS/ INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.01.CFM.01.03.SOP.04
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 1 Desember 2023/ 04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Monev Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pemberian Insentif dan

Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di
Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal ;

7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Insentif dan

Kemudahan Penanaman Modal;

L

Minimal berpendidikan S1

Ramah, Sopan, Jujur, Teliti

Memiliki kesabaran

Memiliki integritas

Berkomitmen dan bertanggung jawab

Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Surat Keluar

1.

2.
3.
4.

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Anggota Tim Keterangan
'ﬁ%n Ketua Tim Pengawas Verifikasi Persyaratan/ Perlengkapan | Waktu Output
1 | Inventarisasi data para pelaku usaha - - SK Walikota tentang 5hari | - Data para pelaku usaha
penerima insentif yang sudah saatnya Pemberian Insentif penerima insentif yang sudah
dievaluasi * Penanaman Modal saatnya dievaluasi
2 | Mengkoreksi laporan pelaku usaha Tidak /\ Data para pelaku usaha 1 hari Data para pelaku usaha
yang akan dievaluasi Ya penerima insentif yang penerima insentif yang sudah
\/ sudah saatnya dievaluasi saatnya dievaluasi
3 | Melakukan verifikasi atas laporan . Data para pelaku usaha 1 hari Data para pelaku usaha
pelaku usaha yang akan dievaluasi Tidah penerima insentif yang penerima insentif yang sudah
\ sudah saatnya dievaluasi saatnya dievaluasi
4 | Mengirimkan surat pemberitahuan Data para pelaku usaha 5 hari Surat Pemberitahuan Kunjungan | SOP Surat
kunjungan dan mengkoordinasikan P Ya penerima insentif yang Evaluasi kepada pelaku usaha Keluar
dengan pelaku usaha yang akan -‘ sudah saatnya dievaluasi Formulir Evaluasi Pemberian
dievaluasi serta mempersiapkan Insentif Penanaman Modal
formulir evaluasi
6 | Melaksanakan kunjungan evaluasi - Copy SK Walikota 1 hari Formulir evaluasi yang telah
- Formulir Evaluasi terisi
>- Pemberian Insentif
Penanaman Modal
7 | Melaporkan hasil pelaksanaan - Data pelaku usaha 5 hari Laporan pelaksanaan kunjungan | SOP
kunjungan evaluasi -, penerima insentif evaluasi Pengarsipan
- - Formulir evaluasi yang
telah terisi




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN PENGADUAN

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04.S0P.01
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 23 November 2023/ 04
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pelayanan Pengaduan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Memiliki integritas

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 - Berkomitmen dan bertanggung jawab
Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; - Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Berusaha; - Mampu mengoperasikan komputer

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan
Daerah.

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar - Komputer

2. SOP Tindak lanjut Pengaduan - Printer

3. SOP Monev Penanganan Pengaduan - ATK

4. SOP Penyusunan Laporan Pengaduan - Telepon

5. SOP SKM - Handphone

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena - Catatan Keluhan Pelanggan
itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip; - Buku Register Keluhan Pelanggan

2. Jangka waktu respon pertama terhadap pengaduan resmi secara tertulis 5 hari kerja

3. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU BAKU Keterangan
Analis Hasil
Pengawasan Anggota Tim
NO KEGIATAN
dan Ketua Tim Pengawas Pengaduan KELENGKAPAN Waktu Output
pengaduan Masyarakat
masyarakat
Mengidentifikasi kel'uhan pelanggan dan Formuilir Pengaduan 2 jam Formulir Pllengkapl dengan
1 mencatat dalam register keluhan identitas pelanggan,
pengaduan S .
pelanggan A melalui online/ offline
v - Formulir penelaah Hasil penelaahan
\> dan dan
5 Melakukan VEI"IfIkaSI pgngaduan untuk Tidak pengklasifikasian 1 hari pengklasifikasian
menentukan tindak lanjut pengaduan Ya - Catatan aduan
pengaduan
pelanggan
- ATK
Hasil k inasi
Melakukan koordinasi dengan dinas teknis - . ast oordlnaS|
3 ) Bahan pengaduan 2 hari dengan dinas
terkait .
terkait
M ik
4 emberikan tanggapan atas pengaduan - Bahan Hasil koordinasi | 1 hari Hasil koordinasi
yang masuk
Menvusun draft tanggapan atas P Formulir Pengaduan Laporan hasil
5 en 2duan an magsikp -‘ hasil koordinasi 6 jam tindak lanjut SOP Surat Keluar
Peng yang 4 ATK pengaduan
)4 Lapporan hasil tindak
<> lanjut Pengaduan Laporan
6 Memverifikasi draft tanggapan pengaduan Tidak Register Keluhan 6 jam pengaduan
Pelanggan Notulen Rapat
ATK
Menyampaikan tanggapan atas
pengaduan yang masuk kepada pemohon -‘ . . .
7 Ya Nota dinas 10 jam Nota dinas




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04.S0P.02
Tgl Pembuatan 23 November 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Rapat Tindak Lanjut Pengaduan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; - Memiliki integritas
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang | - Berkomitmen dan bertanggung jawab
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; - Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Perizinan Berusaha; - Mampu mengoperasikan komputer
4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu | - Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan
Satu Pintu Daerah;
KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Pelayanan Pengaduan 1. Komputer;
2. SOP monev Penanganan Pengaduan 2. Kertas
3. SOP Penyusunan Laporan Pengaduan 3. Balpoint
PERINGATAN: PENCATATAN DAN PENDATAAN:
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, 1. Peserta rapat
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan | 2. Dokumentasi
arsip; 3. Notulen
2. Jangka waktu respon pertama terhadap pengaduan resmi secara tertulis 5 hari
kerja
3. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA

MUTU BAKU

KETERANGAN
Analis hasil Ketua Tim Tim Pengaduan Pengawas Kepala KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN Pengawasan Dinas
dan Pengaduan
Masyarakat
1 Menyiapkan bahan Ya bahan rapat 1 hari Draft laporan SOP Tindak lanjut
pengaduan - Pengaduan
A
2 Memverifikasi bahan Tidak Verifikasi draft 5jam Bahan rapat -
pengaduan terverifikasi
3 Melakukan verifikasi Bahan 1,5 hari Hasil verifikasi
lapangan pemgaduan lapangan
4 Melaksanaan rapat tindak Pelaksanaan 5jam Hasil rapat OPD teknis/ dinas terkait
lanjut Pengaduan Rapat tindak
lanjut
Pengaduan
5 Menyusun laporan hasil Tindak lanut 1 hari Draft laporan
rapat tindak lanjut pengaduan hasil penanganan
pengaduan - rapat pengaduan
7 Penandatanganan laporan Hasil 2 jam Laporan Hasil - SOP Monev
hasil Rapat tindak lanjut v penanganan penanganan Penanganan Pengaduan
pengaduan pengaduan pengaduan - SOP Penyusunan
- Laporan pengaduan
- Pengarsipan




PELAKSANA

MUTU BAKU

KETERANGAN
Analis hasil Ketua Tim Pengawas Kepala KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
NO KEGIATAN Pengawasan dan Dinas
Pengaduan
Masyarakat
1 Menyiapkan bahan bahan rapat 1 hari Draft laporan SOP Pelayanan Pengaduan
A
2 Memverifikasi bahan rapat Tidak Ya Verifikasi draft 1 hari Bahan rapat -
terverifikasi
3 Melaksanaan rapat tindak ! Pelaksanaan 2 jam Hasil rapat OPD teknis/ dinas terkait
) A -
lanjut Pengaduan Rapat tindak
- lanjut
Pengaduan
4 Menyusun laporan hasil rapat X Tindak lanut 1 hari Draft laporan
tindak lanjut pengaduan — pengaduan hasil penanganan
rapat pengaduan
5 Menerima dan memverifikasi Draft laporan 1 hari Hasil penanganan
laporan hasil rapat tindak penanganan pengaduan
lanjut pengaduan pengaduan
6 Penandatanganan laporan v Hasil penanganan | 15 menit Laporan Hasil - SOP Monev Penanganan
hasil Rapat tindak lanjut pengaduan penanganan Pengaduan
pengaduan - pengaduan - SOP Penyusunan Laporan

pengaduan
Pengarsipan
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04.S0P.03
Tgl Pembuatan 24 November 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Monev penanganan Pengaduan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha;

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Daerah;

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya

- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

- Mampu mengoperasikan komputer

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelayanan Pengaduan
2. SOP Tindak lanjut Pengaduan
3. SOP Penyusunan Laporan Pengaduan

1. Komputer;
2. Printer;

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

1. Dokumentasi

2. Notulen




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
NO KEGIATAN Kepala
Ketua Tim Pengawas Dinas KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menyiapkan bahan pengaduan Menyiapkan bahan 1 hari Pelaksanaan monev SOP Pelayanan
yang akan di monev - data Pengaduan
SOP Tindak lanjut
Pengaduan
2 Pelaksanaan Monev Pengaduan v Pelaksanaan Monev 1 hari Tindak lanjut monev
- Pengaduan pengaduan
3 Membuat laporan Monev v Susunan monev 1 hari Draft monev pengaduan
Pengaduan - pengaduan
4 Menerima dan memverifikasi ‘\ Draft monev 1 hari Draft Laporan monev
laporan monev pengaduan </ pengaduan pengaduan
5 Penandatanganan Laporan Monev v Hasil monev 15 menit Laporan hasil monev Pengarsipan
penanganan pengaduan - pengaduan pengaduan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.01.01.CFM.01.04.S0P.04
Tgl Pembuatan 24 November 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

[

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Laporan Pengaduan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha;

4. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya

- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

- Mampu mengoperasikan komputer

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pelayanan Pengaduan
2. SOP Tindak lanjut Pengaduan
3. SOP Monev Penanganan Pengaduan

1. Komputer;
2. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

1. Data pemohon
2. Dokumentasi




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
Analis Hasil
NO KEGIATAN Pengawasan Kepala
dan Ketua Tim Pengawas Dinas KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
pengaduan
masyarakat
1 Menyiapkan bahan laporan Data pengaduan 1 hari Rekap data pengaduan
pengaduan - yang masuk
2 Menyusun Laporan v Laporan pengaduan 1 hari Draft laporan -
pengaduan - yang telah
4 ditindaklanjuti
3 Menerima laporan Tidak Ya Laporan pengaduan 1 hari Draft Laporan
pengaduan dan verifikasi </
4 Penandatanganan Laporan v Draft Laporan 15 menit Laporan Pengarsipan
pengaduan -
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.02.CFM.01.01.SOP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/ 04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

[

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Pengembangan Aplikasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSA

NAAN :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112).

2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah;

Memiliki kesabaran

Memiliki integrita

Mampu menjaga

S

kerahasiaan di bidang pekerjaannya

1
2.
3. Berkomitmen dan bertanggung jawab
4
5

Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Rekomendasi Diskominsta
2. SOP Pengadaan

1. ATK

2. Komputer yang terkoneksi internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Dokumen Pengadaan

2. Manual Book




Pelaksana Mutu Baku
N Aktifit Ket
° tas Anggota Tim Ketua Tim Pengawas Ke.pala Persyaratan/ Waktu Output eterangan
Dinas Perlengkapan

1. |Mengumpulkan data/informasi dan Standar - Data dan SOP 1 hari |Data dan SOP

Operasional Prosedur (SOP) dari sebuah proses

pekerjaan
2 |ldentifikasi data dan proses dari SOP yang dapat Data dan SOP 1 hari |Alur proses bisnis

diproses melalui sistem informasi atau aplikasi ' F

v

3. |Verifikasi data dan proses dari SOP yang dapat Tidak /\ Ya |Alur proses bisnis 1 hari |Alur proses bisnis yang

diproses melalui sistem informasi atau aplikasi \/ terverifikasi

) Y o _|Daftar Rencana .

4. |Melaksanakan persetujuan pengembangan Alur proses bisnis 1 hari SOP Rekomendasi

sistem informasi

yang terverifikasi

pengembangan aplikasi

Diskominsta

SOP Pengadaan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.02.CFM.01.01.SOP.02
Tgl Pembuatan 2 September 2019

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/ 04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Helpdesk

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan;
2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengembangan Aplikasi
2. SOP Rekomendasi Diskominsta
3. SOP Pengarsipan

Komputer,
Printer
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh

karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Jangka waktu respon pertama terhadap pengaduan resmi secara tertulis 2 hari kerja
3. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Form Helpdesk
Rekap Helpdesk




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Ket
Pemohon Petugas IT Ketua Tim Persyaratan Waktu Output eterangan
- SOP Pengembangan
1 | Mengisi Form helpdesk/ input data permasalahan * Form Helpdesk 5 menit Form Helpdesk Aplikasi
& P P P P P SOP Rekomendasi
Diskominsta
) l\/.IeIak-ukan cgk terhadap permas-alahan apakah Tidak ‘ va Form Helpdesk 1 hari Form Helpdesk
bisa diselesaikan langsung atau tidak
3 Melakukan koordinasi tindak lanjut penyelesaian . - Form Helpdesk 10 menit Form Helpdesk
masalah Tidak
Melaksanakan Perbaikan dan merekap hasil P .
4 perbaikan -~ Form Helpdesk 1 hari Form Helpdesk
5 | Memberikan catatan atas hasil perbaikan g Form Helpdesk 2am Form Helpdesk | SOP Pengarsipan
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.02.CFM.01.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Pengelolaan Data dan Informasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

. Memiliki kesabaran dan integritas

. Berkomitmen dan bertanggung jawab

. Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
. Mampu mengoperasikan komputer

u b WN B

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pengarsipan
SOP Publikasi Data dan Informasi Secara Elektronik

1. ATK
2. Komputer yang terkoneksi internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Publikasi data dan informasi secara offline dan online




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas . i Persyaratan Keterangan
Anggota Tim Ketua Tim Pengawas v / Waktu Output &
Perlengkapan
1 |Mengumpulkan data perizinan, non perizinan dan data Data Perizinan non 1 hari Data Perizinan non
proyek perizinan dan data perizinan dan data
proyek proyek
] v
2 |Merekap dan mengelompokkan data sesuai dengan - Data Perizinan non 1 hari Draf Rekapitulasi
kebutuhan informasi y Y perizinan dan data Perizinan, Non
proyek Perizinan dan Realisasi
Investasi
3 |Verifikasi hasil pengelompokkan data sesuai dengan v Informasi Rekapitulasi 1 hari Draf Rekapitulasi
kebutuhan informasi /\ Ya Perizinan, Non Perizinan, Non
Tidak\/ Perizinan dan Realisasi Perizinan dan Realisasi
Investasi Investasi
4 |Persetujuan publikasi informasi hasil pengolahan data v Informasi Rekapitulasi 1 hari Rekapitulasi Perizinan,
- Perizinan. Non Non Perizinan dan
Perizinan dan Realisasi Realisasi Investasi
Investasi
I . . i i i SOP Publikasi
5 |Publikasi informasi hasil pengolahan data lnfo_r_mas' Rekapitulasi 1 hari Rekapitulasi Perizinan, ublikas|
Perizinan, Non o Data dan
.. L Non Perizinan dan .
Perizinan dan Realisasi . . Informasi Secara
. Realisasi Investasi .
Investasi Elektronik




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PUBLIKASI INFORMASI DAN DATA SECARA ELEKTRONIK

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.02.CFM.01.01.SOP.04
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

[’

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Publikasi informasi dan data Secara Elektronik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah.

. Memiliki kesabaran

. Memiliki integritas

. Berkomitmen dan bertanggung jawab

. Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
. Mampu mengoperasikan komputer

Uk WN B

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pengarsipan
SOP Pengelolaan Data dan Informasi

1. ATK
2. Komputer yang terkoneksi internet

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Publikasi data dan informasi secara offline dan online




Pelaksana Mutu Baku
N Aktifit i Ket
o ifitas Anggota Tim Ketua Tim Sekretaris Persyaratan/ Waktu Output eterangan
Perlengkapan
1. [Melakukan inventarisasi Data yang akan di publikasi - data bahan publikasi 2 jam Susunan Data bahan [SOP Pengelolaan
| publikasi Data dan Informasi
2 |Membuat Draft informasi yang akan di publikasi * Susunan Data bahan 2 jam Draft informasi
_ publikasi publikasi
N
4
3. |Verifikasi Draft informasi yang akan di publikasi Tidak|Setuju /'\ Setuju Draft informasi 30 menit |Draft informasi
\/ publikasi publikasi
h
4, 'PersetUJu.an Draft |nf(?rmas'| m(?njadl data dan Tidak Setuju Draf’F |nf9rmaS| 30 menit Informasi publikasi
informasi yang akan di publikasi \ publikasi
5. |Entri informasi kedalam system publikasi elektronik Setuju 1jam informasi publikasi SOP Pengarsipan

informasi publikasi
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.01.02.CFM.01.01.SOP.05
Tgl Pembuatan 2 Oktober 2019

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Permohonan Data

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Daerah;

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengelolaan Data dan Informasi
2. SOP Publikasi informasi dan data Secara Elektronik;
3. SOP Pengarsipan;

Komputer,
Printer
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh

karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Jangka waktu respon pertama terhadap pengaduan resmi secara tertulis 7 hari kerja
3. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Buku Register;




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Admin . . Kepala Dinas Keterangan
P h Pelak Ketua T kret P t Wakt tput
emohon PPID elaksana etua Tim Sekretaris DPMPTSP ersyaratan aktu Outpu
M jukan P h
engajukan Fermohonan o Surat Surat Manual dan sistem API
data secara manual atau . . .
1 melalui sistem A ya permohonan/ 5 menit Permohonan/ SOP Publikasi informasi
Input data Input data dan data secara elektronik
Melakukan verifikasi <> S::i:ohonan/ S::E:r:ohonan/
2 | permohonan data apakah bisa Tidak Ipn ut data 10 menit Ipn ut data
dipenuhi atau tidak P P
Menindaklanjuti permohonan v Dokumen
data dengan menyusun data - . Draft Dokumen
. permintaan data .
3 | yang dibutuhkan dan 4 hari pemenuhan
. . atau hak akses
meregistrasi permohonan o permohonan data
untuk aplikasi API
data
v
. I Draft Dokumen Draft Dokumen
Memeriksa dan memuverikasi pemenuhan .
5 1 hari pemenuhan
dokumen data permohonan
permohonan data
data
Draft Dok Draft Dok
Melakukan paraf pada - raft Dokumen . rait Dokumen
5 pemenuhan 10 menit pemenuhan
dokumen data
permohonan data permohonan data
Draft Dokumen Dokumen
M i dok A
6 enandatangani dokumen _ pemenuhan 10 menit | pemenuhan SOP Pengarsipan

data

permohonan data

permohonan data
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.01.SOP.01
Tgl Pembuatan 6 Desember 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANA

AN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota - Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; - Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Berkolaborasi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- - Mampu mengoperasikan komputer.
Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar; 1. Komputer,
2. SOP Pengadaan; 2. Printer
3. SOP Harmonisasi Regulasi ; 3. ATK
4. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan. 4. Telepon
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Pelaksana Ketua Tim Kepala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
DPMPTSP
1 Mengumpulkan data sebagai bahan Peraturan Walikota tentang 5 hari Analisa kebutuhan peraturan
analisa kebutuhan Perda/Perwal A._ Pemberian Insentif dan daerah /peratuarn walikota
Y Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan perundang-undangan
. diatasnya yang terbaru
2 | Melakukan analisa kebutuhan Perda / \ ' Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
/Perwal Tidak \/ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
A undangan terkait penanaman
modal
3 Melakukan Pengambilan Keputusan Tidak / Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
atas hasil analisa kebutuhan Perda \ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
/Perwal undangan terkait penanaman
modal
4 | Mengusulkan kebutuhan Perda 5 hari Data terkait praktik SOP
/Perwal -< penyelenggaraan/ Penyusunan
implementasi Peraturan Rancangan
Walikota/ peraturan daerah Kebijakan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.01.SOP.02
Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023
Tgl/ No Revisi :
Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Maggiang
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Penyusunan Rancangan Kebijakan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

w

Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal

Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.

Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
Berkolaborasi

Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Surat Keluar

SOP Pengadaan

SOP Analisa Kebutuhan Kebijakan
SOP Harmonisasi Perda

SOP Pengarsipan

vkhwN e

1.

2
3.
4

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Di simpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Ket.
ope Tim Penyusun
No. Aktifitas Ketua Tim Rancangan Sekretaris Ke'pala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Dinas
Perda /Perwal
1 | Menyusun Naskah Akademis - Peraturan perundang-undang | 2 bulan Naskah Akademik SOP Analisa
bersama tim ahli dari A Kebutuhan
konsultan/akademisi Kebijakan,
SOP Pengadaan
Peraturan perundang-
undangan diatasnya
2 | Menyusun Rancangan Naskah Akademik 5 hari Rancangan Perda/Perwal
Perda/Perwal 1
3 Melakukan verifikasi rancangan <> ya Laporan hasil koordinasi dan 1 bulan Rancangan Peraturan
Perda/Perwal konsultasi Daerah /Peraturan Walikota
Tidak
4 | Memberikan persetuuan atas Rancangan Peraturan Daerah/ 5 hari Rancangan Peraturan SOP Surat keluar

rancangan Perda/Perwal

Peraturan Walikota

Daerah /Peraturan Walikota

SOP Harmonisasi
Perda
SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANAMAN MODAL

PENYUSUNAN MATERI PROMOSI

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02.SOP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"%

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Materi Promosi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Magelang Tahun 2014 — 2025.

- Memiliki kesabaran
- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar Komputer,

2. SOP Pengarsipan Printer

3. SOP Rapat Koordinasi ATK

4. SOP Pengadaan Telepon

PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Kurangnya koordinasi menimbulkan perbedaan data dan validitasnya tidak akurat;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU BAKU

KEGIATAN Anggota . Ka Keterangan
Tim Ketua Tim Pengawas DPMPTSP Persyaratan Waktu Output
. . Data Potensi/Peluang Data Potensi/Peluang
Mempe.r.5|apkan Pahan materi - Investasi, Data UMKM, Data 3 Hari Investasi, Data UMKM, SOP Surat Keluar
promosi investasi ) .
Pendukung Investasi Data Pendukung Investasi
v Data Potensi/Peluang

Data Potensi/Peluang
Investasi, Data UMKM, Data 3 jam
Pendukung Investasi

Melaksanakan rapat
koordinasi penyusunan materi
promosi

Investasi, Data UMKM, SOP Rapat
Data Pendukung Investasi | Koordinasi

Melakukan penyesuaian Data Potensi/Peluang
peny Investasi, Data UMKM, Data 1 hari

Draft Materi Promosi

Melakukan verifikasi terhadap Draft Materi Promosi

Tidak Draft Materi Promosi 2 Jam

terhadap materi promosi I Pendukung Investasi

dokumen materi promosi Ya
Memberikan persetujuan atas

. p. . ) . :- . . 30 Materi Promosi SOP Pengadaan
materi promosi investasi yang Draft Materi Promosi menit SOP Pengarsipan

telah disusun
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02.SOP.02

Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Promosi Melalui Media Elektronik Dan Non Elektronik

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Magelang Tahun 2014 — 2025.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar Komputer,

2. SOP Pengarsipan Printer

3. SOP Penyusunan Materi Promosi ATK

4. SOP Rapat Koordinasi Telepon

5. SOP Pengadaan

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Kurangnya koordinasi menimbulkan perbedaan data dan validitasnya tidak akurat;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pelaksana

Ketua Tim Pengawas

DPMPTSP

Ka

Persyaratan

Waktu

Output

Keterangan

Mempersiapkan dokumen
materi promosi melalui media
elektronik dan non elektronik

Materi Promosi

3 Hari

Materi Promosi

SOP Penyusunan
Materi Promosi
SOP Surat Keluar

Melaksanakan rapat
koordinasi promosi melalui
media elektronik dan non
elektronik

“

Materi Promosi

3 jam

Materi Promosi

SOP Rapat
Koordinasi

Melakukan penyesuaian
terhadap dokumen materi
promosi melalui media
elektronik dan non elektronik

Materi Promosi

3 hari

Materi Promosi

Melakukan verifikasi terhadap
dokumen materi promosi
media elektronik dan non
elektronik

Tidak

Materi Promosi

2 Jam

Materi Promosi

Memberikan persetujuan atas
dokumen materi promosi
melalui mediaelektronik dan
non elektronik yang telah
disusun

\ 4

Promosi melalui
media elektronik dan
non elektronik

30 menit

Promosi melalui
media elektronik dan
non elektronik

SOP Pengadaan
SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 03

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Pameran Investasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal;

2. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman Dan Tata Cara Perijinan
Dan Fasilitas Penanaman Modal;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2013 Tentang Penanaman Modal;

5. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Magelang Tahun 2014 — 2025.

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Pengadaan
3. SOP Pengarsipan

1. Komputer,
2. Printer

3. ATK

4. Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan
arsip;

2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS . Kepala
Ketua Tim Pengawas Diias Pelaksana Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Menerima Disposisi Kepala Dinas terkait
penawaran pameran investasi dan Surat 1 hari SOP Surat
1 — rat pen ran
melaksanakan koordinasi dengan Ketua Tim 4 Penawaran Surat penawara Masuk
Promosi untuk tindak lanjut penawaran
e Y
5 .I\/Ielakuk.an verifikasi penawaran pameran _— va Surat 2 jam Surat Penawaran
investasi PM Penawaran
Mempersiapkan bahan pameran investasi dan Surat Bahan Rapat
3 | melakukan koordinasi dengan penyelenggara - Penawaran 1 hari KoordinasF;
pameran investasi dan Disposisi
. . v
Melaksanakan rapat koordinasi persiapan Bahan Rapat .
4 . . . 3 Notul
pameran investasi - Koordinasi Jam otuten
. . . N A/ Daftar Ceklist
5 Men.mdaklanutl haS|.I rapat k.oordlna5| - Notulen 1 hari kebutuhan
persiapan pameran investasi pameran
Daftar Ceklist Daftar Ceklist sop
6 | Mempersiapkan bahan-bahan pameran kebutuhan 3 hari kebutuhan Peneadaan
pameran pameran &
Daftar Ceklist
7 | Melaksanakan kegiatan pameran investasi kebutuhan 5 hari Buk tamu
pameran
8 Menyusun laporan kegiatan pameran v Buku Tamu 1 hari Draft Laporan
investasi - 1 kegiatan pameran
e Tidak Draft Laporan
9 Melakukan verifikasi terhadap laporan T : /\ Ya ke iatanp 2 iam Draft Laporan
kegiatan pamera investasi pafneran ) kegiatan pameran
. . - Draft Laporan .
10 Menandatangani laporan kegiatan pameran kegiatan 30 Laporan kegiatan SOP
investasi & menit pameran Pengarsipan

pameran
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02.S0OP.04
Tgl Pembuatan 20 Maret 2019
Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Bahan Business Meeting / Temu Investor

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; - Memiliki integritas
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Berkomitmen dan bertanggung jawab
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah - Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
3. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal; - Mampu mengoperasikan komputer
4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Magelang Tahun 2014 — 2025.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengadaan
3. SOP Business Meeting/ Temu Investor

1. Komputer;
2. Materi Promosi
3. Printer

4. Daftar Investor

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1.

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar
penyimpanan arsip;

Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

- Disimpan sebagai data elektronik dan manual




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS A t Kepal Keterangan
nggo @ Ketua Tim Pengawas e.pa @ Kelengkapan Waktu Output &
Tim Dinas
Menyiapkan bahan rapat koordinasi - Daftar Investor, Daftar . Daftar Invest'or,'Daftar SOP Surat
1 . I . L . 3 hari kebutuhan Bisnis
persiapan bisnis meeting kebutuhan Bisnis Meeting . Keluar
Meeting
Melak k tk inasi Daftar | tor, Daft
2 ee_x sana _an.rapa _oordlna5| - attar fnves -or,. a ar. 3 jam Notulen hasil rapat
persiapan bisnis meeting kebutuhan Bisnis Meeting
. L . . Daftar Investor, Data
y
Menindaklanjuti hasn rapat persiapan Notulen Hasil Rapat 1 hari Moderator dan
3 | dengan mempersiapkan kebutuhan . SOP Pengadaan
bisnis meetin A Narasumber, Souvenir,
g Handbook
Daftar Investor, Data
! Daf kli
Melakukan verifikasi terhadap cek list <> Moderator dan . @ t:ar Ceklist .
4 . . . . . ) . 2 jam persiapan Busines
tindak lanjut persiapan business meeting Tidak Narasumber, Souvenir, .
Ya Meeting
Handbook
i Daftar Ceklist persiapan Daftar Ceklist SOP Business
5 Menyetujui pelaksanaan forum bisnis . 'p P 30 menit | persiapan Busines Meeting/ Temu
Busines Meeting .
Meeting Investor
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02S0P.05
Tgl Pembuatan 20 Maret 2019
Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 03

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Pelaksanaan Business Meeting / Temu Investor

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal; - Memiliki integritas
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, - Berkomitmen dan bertanggung jawab
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah - Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; - Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
3. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal; - Mampu mengoperasikan komputer
4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman
Modal Kota Magelang Tahun 2014 — 2025.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer;

2. SOP Pengadaan 2. Materi Promosi
3. SOP Bahan Business Meeting/ Temu Investor 3. Daftar Investor
4. SOP Pengarsipan 4. Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, - Disimpan sebagai data elektronik dan manual

oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar
penyimpanan arsip;
Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU BAKU
NO AKTIVITAS Keterangan
Pengawas Ketua Tim Kepala Dinas | Pelaku Usaha Kelengkapan Waktu Output &

Melaksanakan kegiatan forum - SOP Bahan

1 investasi dan membuat laporan hasil Undangan Calon Investor 1 hari Draft LOI Business Meeting/
pelaksanaan forum Temu Investor

v

Penandatanganan LOI oleh calon .

2 investor - Draft LOI 1jam Draft LOI

v

3 | Persetuuan LOI dari calon investor - Draft LOI 1jam LOI

Membuat rekap kepeminatan investasi
: A

4 dan' menyusun' laporan kegiatan LOI 3 hari Rekap data LQI, Draft

business meeting Laporan Hasil Forum
. 4

Mel'akukan V.e“flkaSI do'kumen laporan <> . Rekap data LOI, Draft . Rekap data LOI, Draft

5 kegiatan business meeting Tidak . 2 jam .

Laporan Hasil Forum Laporan Hasil Forum

M il kegi

6 bues?::sia;aenegt?:l poren Kegiaten ya > Rekap data LO|, Draft 30 menit Rekap data LO|, SOP Pengarsipan

& - i Laporan Hasil Forum Laporan Hasil Forum garsip
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PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM01..02.SOP.06

Tgl Pembuatan 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Tindak Lanjut Kepeminatan Investasi

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota
Magelang Tahun 2014 — 2025.

w

1. Memiliki kesabaran

Memiliki integritas

Berkomitmen dan bertanggung jawab

Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Mampu mengoperasikan komputer

ounkwnN

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Pelaksanaan Business Meeting/ Temu Investor
2. SOP Pengarsipan

1. Komputer jaringan
2. Internet
3. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kurangnya koordinasi menimbulkan perbedaan data dan validitasnya tidak akurat;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana

No Kegiatan Mutu Baku Keterangan

g Pelaksana Ketua Tim Pengawas Kelengkapan Waktu Output
1. [Menyiapkan dokumen Kepeminatan - Dokumen LOI 2 hari Dokumen LOI SOP Pelaksanaan Business

Meeting/ Temu Investor
A
2. |Melakukan komL.JnlkaS| d.engan pelaku usaha yang - Dokumen LOI 7 hari Dokumen LOI
menandatangani kepeminatan
=)

3. |Memfasilitasi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam Dokumen LOI 1 hari Dokumen LOI SOP Pengarsipan

melanjutkan kepeminatannya
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PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.01.CFM.01.02.SOP.07

Tgl Pembuatan 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Laporan Promosi Penanaman Modal

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2023 Tentang Penanaman Modal;

4. Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota
Magelang Tahun 2014 — 2025.

w

1. Memiliki kesabaran

Memiliki integritas

Berkomitmen dan bertanggung jawab

Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Mampu mengoperasikan komputer

ounkwnN

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Promosi melalui Media Elektronik dan Non Elektronik

1. Komputer jaringan

2. SOP Business Meeting/ Temu Investor 2. Internet

3. SOP Tindak Lanjut Kepeminatan Investasi 3. Printer

4. SOP Pengarsipan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Kurangnya koordinasi menimbulkan perbedaan data dan validitasnya tidak akurat;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




No Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
8 Anggota Tim Ketua Tim Pengawas Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

SOP Promosi melalui Media

1. |Menghimpun dokumen hasil pelaksanaan kegiatan - LOI 3 hari Basis Data Elektronik dan Non Elektronik

promosi PM SOP Business Meeting/ Temu

Investor
SOP Tindak Lanjut Kepeminatan
Investasi

2. |Menyusun Laporan Promosi PM - Bahan Laporan 3 hari Draft laporan

3. |Mengkoreksi Laporan Promosi PM IT—< Draft laporan 1 hari Konsep laporan

Tida
4. |Memberikan persetujuan Laporan Promosi PM Konsep laporan 1 hari Laporan SOP Pengarsipan

Ya

A 4
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.01.01.SOP.01
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 4 Desember 2023/ 04
Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota - Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; - Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Berkolaborasi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- - Mampu mengoperasikan komputer.
Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar; 1. Komputer,
2. SOP Pengadaan; 2. Printer
3. SOP Harmonisasi Regulasi ; 3. ATK
4. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan. 4. Telepon
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Pelaksana Ketua Tim Kepala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
DPMPTSP
1 Mengumpulkan data sebagai bahan Peraturan Walikota tentang 5 hari Analisa kebutuhan peraturan
analisa kebutuhan Perda/Perwal A-_ Pemberian Insentif dan daerah /peratuarn walikota
Y Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan perundang-undangan
. diatasnya yang terbaru
2 | Melakukan analisa kebutuhan Perda / \ ' Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
/Perwal Tidak \/ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
A undangan terkait penanaman
modal
3 Melakukan Pengambilan Keputusan Tidak / Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
atas hasil analisa kebutuhan Perda \ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
/Perwal undangan terkait penanaman
modal
4 | Mengusulkan kebutuhan Perda 5 hari Data terkait praktik SOP Pengadaan

/Perwal

A

penyelenggaraan/
implementasi Peraturan
Walikota/ peraturan daerah
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANAMAN MODAL
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.01.01.SOP.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

4 Desember 2023/ 04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Rancangan Kebijakan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

w

Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal

Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.

Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
Berkolaborasi

Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Surat Keluar

SOP Pengadaan

SOP Analisa Kebutuhan Kebijakan
SOP Harmonisasi Perda

SOP Pengarsipan

vkhwN e

1.

2
3.
4

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Di simpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Ket.
ope Tim Penyusun
No. Aktifitas Ketua Tim Rancangan Sekretaris Ke'pala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Dinas
Perda /Perwal
1 | Menyusun Naskah Akademis - Peraturan perundang-undang | 2 bulan Naskah Akademik SOP Analisa
bersama tim ahli dari A Kebutuhan
konsultan/akademisi Kebijakan,
SOP Pengadaan
Peraturan perundang-
undangan diatasnya
2 | Menyusun Rancangan Naskah Akademik 5 hari Rancangan Perda/Perwal
Perda/Perwal 1
3 Melakukan verifikasi rancangan <> ya Laporan hasil koordinasi dan 1 bulan Rancangan Peraturan
Perda/Perwal konsultasi Daerah /Peraturan Walikota
Tidak
4 | Memberikan persetuuan atas Rancangan Peraturan Daerah/ 5 hari Rancangan Peraturan SOP Surat keluar

rancangan Perda/Perwal

Peraturan Walikota

Daerah /Peraturan Walikota

SOP Harmonisasi
Perda
SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.01.02.50P.01

Tgl Pembuatan : | 25 September 2023

Tgl/ No Revisi : | 4 Desember 2023/ 01

Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penjaringan Potensi Kemitraan Usaha Besar

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentangPenyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah, Penyelenggaraan
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kegiatan Pengembangan lklim Penanaman Modal dan Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah Daerah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan - Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja - Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
menjadi Undang-Undang; Berkolaborasi
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana - Mampu mengoperasikan komputer.
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan lklim Penanaman
Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pelaksanaan Temu Kemitraan
2. SOP Pengarsipan
3. SOP Surat Keluar

1. ATK;

2. Komputer yang terkoneksi internet;
3. Printer;

4. Kendaraan Operasional.

PER

INGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pelaksana Mutu Baku
Tim Ketua Tim
Penjaringan | Penjaringan
No. Aktifitas K::i::asal\n K:r:ti:;saln If;';:': Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
Usaha Besar | Usaha Besar
DPMPTSP DPMPTSP
1 Mengumpulkan data dan informasi untuk Aturan tentang Tata Cara 2 minggu Data dan informasi untuk
persiapan melakukan identifikasi usaha Pelaksanaan Kemitraan di Bidang persiapan melakukan identifikasi
besar yang dipersyaratkan bermitra Penanaman Modal Antara Usaha usaha besar yang dipersyaratkan
dengan UMKM di daerah Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, bermitra dengan UMKM di daerah
dan Menengah di Daerah
2 Melakukan identifikasi usaha besar yang Data dan informasi untuk persiapan 1 bulan Data usaha besar yang
dipersyaratkan bermitra dengan UMKM di melakukan identifikasi usaha besar dipersyaratkan bermitra dengan
daerah sesuai dengan ketentuan A yang dipersyaratkan bermitra UMKM di daerah sesuai dengan
peraturan perundang—undangan dengan UMKM di daerah ketentuan peraturan perundang—
undangan
3 | Melakukan verifikasi Data usaha besar Tidak Y Data usaha besar yang 2 hari Data usaha besar yang SOP Pengarsipan
yang dipersyaratkan bermitra dengan / dipersyaratkan bermitra dengan dipersyaratkan bermitra dengan
UMKM di daerah sesuai dengan \ UMKM di daerah sesuai dengan UMKM di daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang— ketentuan peraturan perundang— ketentuan peraturan perundang—
undangan Ya undangan undangan
4 Mengumpulkan surat pernyataan Data usaha besar yang 5 bulan Surat pernyataan komitmen SOP Pengarsipan
komitmen kemitraan usaha besar dengan < dipersyaratkan bermitra dengan kemitraan usaha besar dengan
UMKM di daerah UMKM di daerah sesuai dengan UMKM di daerah
ketentuan peraturan perundang—
undangan
5 Menyiapkan daftar calon mitra dari + Surat pernyataan komitmen 2 minggu Data jenis pekerjaan, perkiraan
UMKM di daerah yang siap dimitrakan kemitraan usaha besar dengan nilai pekerjaan, dan waktu
dengan usaha besar UMKM di daerah pelaksanaan kemitraan sesuai
surat pernyataan komitmen
kemitraan
6 Melakukan koordinasi dan konsultasi * Data jenis pekerjaan, perkiraan nilai | 1 minggu Daftar calon mitra dari UMKM di SOP Pengarsipan
dengan para pemangku kepentingan pekerjaan, dan waktu pelaksanaan daerah yang siap dimitrakan
terkait daftar calon mitra dari UMKM di 4 kemitraan sesuai surat pernyataan dengan usaha besar
daerah yang siap dimitrakan dengan komitmen kemitraan
usaha besar
7 | Melakukan verifikasi Data usaha besar Tidak v Daftar calon mitra dari UMKM di 2 hari Daftar calon mitra dari UMKM di
yang dipersyaratkan bermitra dengan / daerah yang siap dimitrakan dengan daerah yang siap dimitrakan
UMKM di daerah sesuai dengan usaha besar dengan usaha besar
ketentuan peraturan perundang—
undangan Ya




Pelaksana Mutu Baku
Tim Ketua Tim
Penjaringan | Penjaringan
No. Aktifitas K::i(te:asalm K:r%ti(tenlsaln KI;I;ZI: Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
Usaha Besar | Usaha Besar
DPMPTSP DPMPTSP
8 Menyerahkan daftar calon mitra dari Daftar calon mitra dari UMKM di 1 minggu Daftar calon mitra dari UMKM di SOP Surat Keluar
UMKM di daerah yang siap dimitrakan, -: daerah yang siap dimitrakan dengan daerah yang siap dimitrakan
kepada usaha besar | usaha besar dengan usaha besar
9 Melakukan monitoring terhadap proses v Daftar calon mitra dari UMKM di 2 minggu Data potensi kemitraan usaha
pemilihan calon mitra UMKM di daerah - daerah yang siap dimitrakan dengan besar dengan UMKM di daerah
yang siap dimitrakan dengan usaha besar usaha besar berdasarkan hasil monitoring
pemilihan calon mitra
10 | Menyusun potensi kemitraan usaha besar Data potensi kemitraan usaha besar 2 hari Potensi kemitraan usaha besar
dengan UMKM di daerah berdasarkan dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah
hasil monitoring pemilihan calon mitra berdasarkan hasil monitoring berdasarkan hasil monitoring
pemilihan calon mitra pemilihan calon mitra
11 | Menverifikasi potensi kemitraan usaha Tidak Potensi kemitraan usaha besar 2 hari Potensi kemitraan usaha besar
besar dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah
berdasarkan hasil proses penjaringan berdasarkan hasil monitoring berdasarkan hasil monitoring
pemilihan calon mitra pemilihan calon mitra
12 | Menetapkan potensi kemitraan usaha Potensi kemitraan usaha besar 1 hari Potensi kemitraan usaha besar SOP Pelaksanaan
besar dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah Temu Kemitraan
berdasarkan hasil proses penjaringan berdasarkan hasil monitoring berdasarkan hasil monitoring
pemilihan calon mitra pemilihan calon mitra




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.01.02.SOP.02

Tgl Pembuatan 25 September 2023

Tgl/ No Revisi 4 Desember 2023/ 01

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

[

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pelaksanaan Temu Kemitraan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentangPenyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah,

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil
dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan lklim Penanaman Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal dan Tata Cara Pelaksanaan
Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah di Daerah

- Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.

- Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
Berkolaborasi

- Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Penjaringan Potensi Kemitraan Usaha Besar
2. SOP Monitoring dan Evaluasi Hasil Kemitraan

3. SOP Pengarsipan

4. SOP Surat Keluar

1. ATK;

2. Komputer yang terkoneksi internet;
3. Printer;

4. Ruang pertemuan yang representatif.

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pelaksana Mutu Baku
Tim Ketua Tim
No. Aktifitas Pelaksanaan | Pelaksanaan Ke'pala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
Temu Temu Dinas
Kemitraan Kemitraan
1 Menyiapkan data potensi kemitraan hasil Telah selesai melakukan proses 1 hari Data Potensi kemitraan usaha SOP Penjaringan
proses penjaringan - Penjaringan Potensi Kemitraan besar dengan UMKM di daerah Potensi
Usaha Besar berdasarkan hasil monitoring Kemitraan Usaha
pemilihan calon mitra Besar
2 | Melakukan penyusunan nota dinas Y Data Potensi kemitraan usaha besar 1 hari Nota dinas pelaksanaan temu
pelaksanaan temu kemitraan antara b dengan UMKM di daerah kemitraan antara usaha besar
usaha besar dengan UMKM di daerah yy berdasarkan hasil monitoring dengan UMKM di daerah
pemilihan calon mitra
Data dan informasi untuk persiapan
Tidak pelaksanaan temu kemitraan antara
usaha besar dengan UMKM di
daerah
3 Melakukan verifikasi atas nota dinas Nota dinas pelaksanaan temu 1 hari Nota dinas pelaksanaan temu SOP Pengarsipan
pelaksanaan temu kemitraan antara kemitraan antara usaha besar kemitraan antara usaha besar
usaha besar dengan UMKM di daerah \ dengan UMKM di daerah dengan UMKM di daerah
Ya
4 Melakukan koordinasi dengan pihak Data potensi kemitraan usaha besar | 1 minggu Laporan hasil koordinasi
terkait dalam rangka persiapan > < dengan UMKM di daerah Draft Surat Permohonan Bantuan
pelaksanaan temu kemitraan antara berdasarkan hasil monitoring ke OPD terkait
usaha besar dengan UMKM di daerah pemilihan calon mitra Draft Daftar Undangan
Nota dinas pelaksanaan temu Draft Undangan
kemitraan antara usaha besar
dengan UMKM di daerah
5 Memverifikasi kesiapan pelaksanaan temu ) 4 Draft Surat Permohonan Bantuan 3 minggu Surat Permohonan Bantuan ke SOP Pengarsipan
kemitraan antara usaha besar dengan Tidak / ke OPD terkait OPD terkait SOP Surat Keluar
UMKM di daerah \ Draft Daftar Undangan Daftar Undangan
Ya Draft Surat Undangan Surat Undangan
6 | Melaksanakan temu kemitraan antara Susunan Acara 1 hari Dokumen kesepakatan kemitraan | SOP Pengarsipan

usaha besar dengan UMKM di daerah

Draft dokumen kesepakatan
kemitraan usaha

usaha yang ditandatangani oleh
usaha besar dengan pelaku
UMKM di daerah
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.01.02.SOP.03
Tgl Pembuatan 19 Desember 2023
Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Monitoring dan Evaluasi Hasil Kemitraan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan lklim Penanaman
Modal;

6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Nomor 1 Tahun 2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha
Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

1. Pengetahuan :

Ketrampilan
Sikap
Pendidikan
Kualifikasi

ukhwn

- Aturan tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah;
- Aturan tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan

- Aturan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha

Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah
Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan Berkolaborasi
Minimal SLTA sederajat.
Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Pelaksanaan Temu Kemitraan

1. ATK;

2. Komputer yang terkoneksi internet;

3. Printer;

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

1. BAP
2. Laporan




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Kepala
Anggota Tim Ketua Tim Dinas Persyaratan/Kelengkapan | Waktu Output Keterangan

1 Melakukan identifikasi data dan informasi Dokumentasi sub kegiatan 1 Data dan Informasi SOP Pelaksanaan

sebagai bahan melakukan monitoring - Fasilitasi Kemitraan minggu Temu Kemitraan

A

2 Melakukan verifikasi data dan informasi Tidak Data dan Informasi 2 hari Data dan Informasi

sebagai bahan melakukan monitoring

Ya

3 Melakukan monitoring pelaksanaan Data dan informasi 1 bulan | Berita Acara

kemitraan Usaha Besar (PMDN/PMA) A 4 Pelaksanaan (BAP)

dengan UMKM Monitoring
4 Melakukan evaluasi dan analisis atas hasil BAP Monitoring 2 hari Draft laporan hasil

monitoring monitoring dan evaluasi

A

5 Melakukan verifikasi laporan hasil TidaK Draft laporan hasil monitoring | 1 hari Laporan hasil

monitoring dan evaluasi dan evaluasi monitoring dan evaluasi

Ya

6 Melakukan pengesahan atas laporan hasil v Laporan hasil monitoring dan | 1 hari Laporan hasil SOP Pengarsipan

monitoring dan evaluasi sub kegiatan - evaluasi monitoring dan evaluasi

Fasilitasi Kemitraan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.02.S0P.01

Tgl Pembuatan : | 1 April 2017

Tgl/ No Revisi : | 4 Desember 2023/ 04

Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota - Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; - Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
3. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Berkolaborasi
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana - Mampu mengoperasikan komputer.
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penanaman Modal.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengadaan
2. SOP Pengarsipan
3. SOP Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer yang terkoneksi internet
3. Printer

PER

INGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. Penyusun
No. Aktifitas Rencana Ketua Tim Pengawas Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Investasi
1 Melakukan identifikasi potensi Kajian Potensi dan Peluang 5 hari Analisa wilayah yang perlu SOP Surat Keluar
dan peluang usaha yang akan - Usaha Sebelumnya dilakukan pemetaan
dilakukan kajian pemetaan N Masterplan Kawasan Strategis potensi dan peluang
RPJMD investasi
2 Mengkoreksi identifikasi potensi A 4 Analisa wilayah yang perlu 1 hari Analisa wilayah yang perlu
dan peluang usaha yang akan Tidak /\ Ya dilakukan pemetaan potensi dan dilakukan pemetaan
dilakukan kajian pemetaan / peluang investasi potensi dan peluang
\\ Kajian Potensi dan Peluang investasi
Usaha Sebelumnya
RPJMD dan Masterplan Kawasan
3 Melakukan verifikasi identifikasi Tidak Analisa wilayah yang perlu 1 hari Analisa wilayah yang perlu
potensi dan peluang usaha yang <> dilakukan pemetaan potensi dan dilakukan pemetaan
akan dilakukan kajian pemetaan peluang investasi potensi dan peluang
investasi
4 Inventarisasi data pendukung y Daftar data dukung/bahan 5 hari RPJMD SOP Pengadaan
a

pelaksanaan Kajian Pemetaan
Potensi dan Peluang Usaha

kajian pemetaan potensi
peluang usaha

Masterplan kawasan
Data Kepemilikan lahan
Data Sarpras pendukung

SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.02.01.SOP.01
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 4 Desember 2023
Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
| "
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Penyusunan Analisa Kebutuhan Kebijakan RUPM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota - Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.
Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; - Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Berkolaborasi
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- - Mampu mengoperasikan komputer.
Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar; 1. Komputer,
2. SOP Pengadaan; 2. Printer
3. SOP Harmonisasi Regulasi ; 3. ATK
4. SOP Penyusunan Rancangan Kebijakan RUPM. 4. Telepon
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh - Disimpan sebagai data elektronik dan manual
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktifitas Pelaksana Ketua Tim Kepala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output Keterangan
DPMPTSP
1 Mengumpulkan data sebagai bahan Peraturan Walikota tentang 5 hari Analisa kebutuhan peraturan
analisa kebutuhan Perda/Perwal A-_ Pemberian Insentif dan daerah /peratuarn walikota
Y Kemudahan Penanaman Modal
Peraturan perundang-undangan
. diatasnya yang terbaru
2 | Melakukan analisa kebutuhan Perda / \ ' Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
/Perwal Tidak \/ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
A undangan terkait penanaman
modal
3 Melakukan Pengambilan Keputusan Tidak / Matrik analisa kebutuhan 1 hari Matrik analisa kebutuhan
atas hasil analisa kebutuhan Perda \ peraturan perundang-undangan peraturan perundang-
/Perwal undangan terkait penanaman
modal
4 | Mengusulkan kebutuhan Perda 5 hari Data terkait praktik SOP Pengadaan

/Perwal

A

penyelenggaraan/
implementasi Peraturan
Walikota/ peraturan daerah
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.02.02.CFM.02.01.SOP.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

4 Desember 2023

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Rancangan Kebijakan RUPM

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

w

Memiliki Pengetahuan tentang Penanaman Modal

Memiliki ketrampilan tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima.

Memiliki sikap Akuntabel, Profesional, Integritas Tinggi, Komunikatif, Mampu Bekerjasama dan
Berkolaborasi

Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/PERLENGKAPAN :

SOP Surat Keluar

SOP Pengadaan

SOP Analisa Kebutuhan Kebijakan RUPM
SOP Harmonisasi Perda

SOP Pengarsipan

vkhwN e

1.

2
3.
4

Komputer,
Printer
ATK
Telepon

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Di simpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Ket.
ope Tim Penyusun
No. Aktifitas Ketua Tim Rancangan Sekretaris Ke'pala Persyaratan/ Perlengkapan Waktu Output
Dinas
Perda /Perwal
1 | Menyusun Naskah Akademis - Peraturan perundang-undang | 2 bulan Naskah Akademik SOP Analisa
bersama tim ahli dari A Kebutuhan
konsultan/akademisi Kebijakan RUPM,
SOP Pengadaan
Peraturan perundang-
undangan diatasnya
2 | Menyusun Rancangan Naskah Akademik 5 hari Rancangan Perda/Perwal
Perda/Perwal 1
3 Melakukan verifikasi rancangan <> ya Laporan hasil koordinasi dan 1 bulan Rancangan Peraturan
Perda/Perwal konsultasi Daerah /Peraturan Walikota
Tidak
4 | Memberikan persetuuan atas Rancangan Peraturan Daerah/ 5 hari Rancangan Peraturan SOP Surat keluar

rancangan Perda/Perwal

Peraturan Walikota

Daerah /Peraturan Walikota

SOP Harmonisasi
Perda
SOP Pengarsipan
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.01.S0P.01
Tgl Pembuatan 1 Januari 2019

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Sosialisasi/ Bintek Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah | 1. Pengetahuan : Peraturan tentang Penanaman Modal
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. 2. Ketrampilan : Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran | 3. Sikap : Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, kejujuran, pengendalian emosi
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67. 4. Pendidikan minimal S1 sederajat
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara | 5. Mampu mengoperasikan komputer
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.
4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal.
5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Masuk 1. ATK.
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer atau laptop.
3. Kendaraan Roda 4.
4. Printer.
5. Kamera.
6. Flashdisk.
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Dataizin harus diverifikasi, jika tidak tujuan pelaksanaan pembinaan tidak tercapai Data izin sesuai spesifikasi.
2. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Perusahaan harus sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pembinaan.

peraturan yang berlaku, jika tidak perusahaan bisa menolak untuk dilakukan
pembinaan

Surat Tugas.
Undangan.
Berita Acara Pemeriksaan.

vk wNeE




Pelaksana Mutu Baku
N Aktifit: Ket
° tHitas Pelaksana Ketua Tim Pengawas Ka DPMPTSP Anggota Tim Persyaratan/ Waktu Output eterangan
Perlengkapan
1. |Menyiapkan data perusahaan yang memuat - Data 0SS 2 hari Data pelaku usaha
a.Standar pelaksanaan kegiatan A
b. Kewajiban yang diatur dalam NSPK
c. Kewajiban penyampaian LKPM
2. |Melakukan Verifikasi data pelaku usaha Tidak /\ ya Data 0SS 1 hari Daftar pelaku usaha yang
\/ akan mengikuti Bimtek
4 SOP Surat
3. [Melaksanakan kegiatan pembinaan Daftar hadir, undangan 1 hari Daftar hadir Keluar
y Rekap data keusioner
4. |Melaksanakan evaluasi kegiatan pembinaan - Kuesioner 1jam
v Draft laporan kegiatan
5. [Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan Rekap data kuesoner, 1jam
Daftar Hadir
p
Draft laporan kegiatan
6. [Melakukan verifikasi laporarn kegiatan pembinaan Tidak /\ Draft laporan kegiatan 1 hari
| 4
7. |[Menyetujui laporan kegiatan pembinaan Draft Laporan kegiatan 1 hari Laporan kegiatan SOP

Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.01.S0P.02
Tgl Pembuatan 13 April 2023

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

.

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal.
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

e W

1. Memiliki pengetahuan peraturan tentang Penanaman Modal
2. Memiliki kemampuan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

ATK.

Komputer atau laptop.
Kendaraan Roda 4.
Printer.

Kamera.

Flashdisk.

owunsEwNR

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Dataizin harus diverifikasi, jika tidak tujuan pelaksanaan fasilitasi tidak tercapai

2. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Perusahaan harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku, jika tidak perusahaan bisa menolak untuk dilakukan
fasilitasi

1. Surat Tugas.
2. Undangan.




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Pelaku . Persyaratan/ Keterangan
Usaha Pelaksana Ketua Tim Pengawas Anggota Tim Perlengkapan Waktu Output
1. |Menyampaikan permasalahan perizinan berusaha -— Data pelaku usaha 1jam Data pelaku usaha
A
2. |[Melakukan verifikasi permasalahan dari pelaku usaha Ya Data Pelaku Usaha 1jam Data Pelaku Usaha
A

3. [Memberikan persetujuan fasilitasi terhadap permasalahan Tidak Data pelaku usaha yang 3jam Data awal permasalaha

pelaku usaha bermasalah pelaku usaha

v

4. |Melaksanakan rapat koordinasi terhadap permasalahan Tidak Data awal permasalahan 1 hari Daftar Identifikasi

pelaku usaha, bila perlu dilakukan tinjauan lapangan akan pelaku usaha Permasalahan Pelaku SOP Surat

dilakukan survey, bila tidak langsung dilakukan verifikasi hasil Usaha Keluar

identifikasi
5. |Melakukan survey ke lokasi Usaha Ya ‘} Daftar Identifikasi 1 hari Berita Acara Pemeriksaan

- Permasalahan Pelaku
Usaha

6. |[Melakukan verifikasi hasil rapat koordinasi, bila tindak lanjut Tidak , P Daftar Identifikasi 2 jam Notulen Rapat

dilaksanakan oleh Dinas terkait akan diteruskan ke Dinas ~ Permasalahan Pelaku

terkait bila tidak tindak lanjut dilaksanakan oleh pelaku Usaha

usaha
7. |Menindaklanjuti hasil rapat identifikasi permasalahan untuk Ya - Notulen Rapat 1 hari Notulen Rapat SOP

diproses lebih lanjut

Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 13 April 2023

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

1. Memiliki pengetahuan peraturan tentang Penanaman Modal
2. Memiliki kemampuan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima
3. Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

ATK.

Komputer atau laptop.
Printer.

Kamera.

Flashdisk.

ukhwne

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Dataizin harus diverifikasi, jika tidak tujuan pelaksanaan fasilitasi tidak tercapai

2. Penyampaian surat pemberitahuan kepada Perusahaan harus sesuai dengan
peraturan yang berlaku, jika tidak perusahaan bisa menolak untuk dilakukan
fasilitasi

1. Undangan.
2. BAP
3. Rekomendasi Dinas Terkait




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Pelaku . Persyaratan/ Keterangan
Usaha Anggota Tim Pengawas Ketua Tim Dinas Terkait Perlengkapan Waktu Output
1. |Menyiapkan bahan hasil identifikasi permasalahan Daftar Identifikasi 1jam Daftar Identifikasi SOP Surat Keluar
._ Permasalahan Pelaku Permasalahan Pelaku
Usaha Usaha
2. |Melaksanakan rapat koordinasi tindak lanjut permasalahan Daftar Identifikasi 1jam Daftar Identifikasi
- Permasalahan Pelaku Permasalahan Pelaku
Usaha Usaha
3. |Memberikan Catatan terhadap penyelesaian permasalahan A4 Daftar Identifikasi 3jam Daftar Identifikasi
- Permasalahan Pelaku Permasalahan Pelaku
Usaha Usaha
4 |Menandatangani Berita Acara Fasilitasi Permasalahan Beita Acara 1 hari Beita Acara
5. |Menandatangani Berita Acara Fasilitasi Permasalahan V- Beita Acara 2 jam Beita Acara
6. |Menandatangani Berita Acara Fasilitasi Permasalahan Beita Acara 1 hari Beita Acara SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.01.S0P.04

Tgl Pembuatan : | 5 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyusunan Laporan Pembinaan Penanaman Modal

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya

- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

- Mampu mengoperasikan komputer

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan

KETERKAITAN: PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Sosialisasi/Bimbingan Teknis Peraturan Pelaksanaan Penanaman Modal 1. Komputer;

2. SOP Identifikasi Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal 2. Printer

3. SOP Penyelesaian Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. SOP Pengarsipan

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

1. Data Sosialisasi/Bintek/ Penyelesaian Permasalahan
2. Dokumentasi




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
NO KEGIATAN Anggota ) )
Tim Ketua Tim Pengawas Kepala Dinas KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
1 Menyiapkan bahan laporan Data 1 hari Rekap data SOP Sosialisasi/Bimbingan
pembinaan - Sosialisasi/Bintek dan Sosialisasi/Bintek | Teknis Peraturan Pelaksanaan
data penyelesaian dan data Penanaman Modal
permasalahan penyelesaian SOP Penyelesaian
permasalahan Permasalahan Pelaksanaan
Penanaman Modal
2 Menyusun Laporan v Rekap data 1 hari Draft laporan -
pembinaan - Sosialisasi/Bintek dan
A data penyelesaian
permasalahan
3 Menerima laporan Tidak Ya Draft laporan 1 hari Draft Laporan
pembinaan
\/
4 Penandatanganan Laporan v Draft Laporan 15 menit Laporan Pengarsipan
pembinaan -
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.02.S0P.01
Tgl Pembuatan 5 Desember 2023

Tgl/ No Revisi

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

[’

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Standar dan Prosedur Pengawasan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun

2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

ok WwN

1. Memiliki Pengetahuan Peraturan tentang Penanaman Modal;

2. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima;
3. Memiliki Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, kejujuran, pengendalian emosi;
4. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengawasan PM
2. SOP Pengarsipan

Surat Tugas
Komputer atau laptop
Kendaraan roda 4
Printer

Kamera

Flashdisk

ATK

Noukwne

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pencapaian Waktu SOP dam kondisi normal

1. Berita Acara Pengawasan
2. Elemen data




pengawasan

Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Keterangan
Anggota Tim Ketua Tim Pengawas Kelengkapan Waktu Output

1 Mengiventarisir data —data pedoman - Perka BPKM tentang . Standar dan Prosedur

pelaksanaan pengawasan Pengawasan pengawasan

M kand d d lak v Standar dan
2 erumuskan data-data pedoman pelaksanaan Prosedur 1 Hari Standar dan Prosedur

pengawasan “ pengawasan pengawasan

Tidak

3 Melakukan verifikasi data-data pedoman > i:z::j;:‘an 1 Hari Standar dan Prosedur

pelaksanaan pengawasan \ pengawasan pengawasan

Ya

Mendokumentasikan standar dan prosedur Standar dan Standar dan Prosedur SOP Pengawasan

4 < Prosedur 2 Jam PM

pengawasan

pengawasan

SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.02.S0P.02
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 5 Desember 2023/04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Pengawasan Penanaman Modal

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSA

NAAN :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun

2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

ok WwN

1. Memiliki Pengetahuan Peraturan tentang Penanaman Modal;

2. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima;
3. Memiliki Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, kejujuran, pengendalian emosi;
4. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pencabutan Likuidasi Izin Berusaha
2. SOP Pelayanan Pengaduan

3. SOP Surat Keluar

4. SOP Pengarsipan

Surat Tugas

Kendaraan roda 4
Printer

Kamera

Flashdisk

ATK

Noukwne

Komputer atau laptop

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Setelah diterima Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pengawasan diterbitkan konsep Laporan
Hasil Pengawasan paling lambat 3 (tiga) hari kerja
2. Pencapaian Waktu SOP dam kondisi normal

1. Laporan Hasil Pela
2. Elemen data

ksanaan Pengawasan di Perusahaan




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas - Keterangan
. Tim Pelaku
Pelaksana Anggota Tim Pengawas Kelengkapan Waktu Output
Pengawasan | Usaha
Melakukan input data rencana inspeksi lapangan yang - Data Rencana Inspeksi Data Rencana Inspeksi SOP Penanganan
1 disampaikan BKPM melalui database pengawasan pada Lapangan dan data pelaku 6 hari Lapangan dan data pelaku Keluhan
sistem OSS usaha di 0SS usaha di 0SS Pelanggan
Data Rencana Inspeksi
2 Menetapkan data rencana inspeksi lapangan Lapangan dan data pelaku 1 hari Database pengawasan
usaha di 0SS
3 lv.|~embuat‘ profil dan informasi pelaku usaha yang akan Data Pelaku Usaha di 0SS 1 hari Profil Pelaku Usaha
diinspeksi
Melakukan analisa dan identifikasi data pelaku usaha h J ] . .
4 sebagai bahan inspeksi - Profil Pelaku Usaha 1 hari Bahan Inspeksi
5 Melaksanakan rapat ko.or.dmaS| dengan Tim pengawasan Bahan Inspeksi 1 hari Bahan Inspeksi SOP Surat Keluar
untuk pelaksanaan peninjauan lapangan
Melaksanakan Inspeksi lapangan dan mencatat indikator . . Draft Berita Acara hasil
6 ) - . Bahan Inspeksi 1 hari
kepatuhan teknis dan administrasi A \ Pengawasan
7 Verifkasi Hasil pengawasan Draft Berita Acara hasil 30 menit Berita Acara hasil
Ti . Pengawasan Pengawasan
W__I i i
8 Penandatanganan Berita Acara pengawasan Berita Acara hasil Pengawasan 30 menit Berita Acara hasil
. Pengawasan
Setuju
Mengupload Berita acara ke dalam sistem OSS dan mencetak )
surat peringatan bila ada pengenaan sanksi, bila harus SOP Pengarsipan,
9 . pering I P .g ! . Berita Acara hasil Pengawasan 3 hari Surat Peringatan SOP Tindak Lanjut
dilaksanakan likuidasi akan diproses oleh pemohon melalui
X Pengawasan
sistem OSS
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021

tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

ok wnN

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.02.SOP.03
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 5 Desember 2023/04
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pencabutan Likuidasi Izin Berusaha
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Memiliki Pengetahuan Peraturan tentang Penanaman Modal;
2. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima;
3. Memiliki Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, kejujuran, pengendalian emosi;
4. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengawasan PM

2. SOP Pelayanan Pengaduan
3. SOP Surat Keluar

4. SOP Pengarsipan

1.
2.

Komputer atau laptop
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pencapaian Waktu SOP dam kondisi normal

1.
2.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan di Perusahaan
Elemen data




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas . Keterangan
Pelaku usaha Ketua Tim Kelengkapan Waktu Output
Berita Acara Pengawasan, .
1 Mengajukan pencabutan Izin Usaha melalui aplikasi OSS ‘- data pencabutan izin 1jam Es:sapencabutan 12N SOP Pengawasan
i usaha
I Tidak .
Melakukan verifikasi terhadap pemohonan pencabutan Data pencabutan izin .
2 . 3jam | Penutupan Usaha
Izin Usaha \ usaha
Ya
3 Mencetak surat pencabutan izin Usaha -< Penutupan Usaha 1ljam | Penutupan Usaha SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021

tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;

7. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Pedoman dan Tata cara Pelaksanaan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

ok wnN

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.02.03.CFM.01.02.50P.04
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 5 Desember 2023/04
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
W
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pendampingan hasil Pengawasan
KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Memiliki Pengetahuan Peraturan tentang Penanaman Modal;
2. Memiliki Ketrampilan Tertib Administrasi, Pelayanan Publik, Pelayanan Prima;
3. Memiliki Ketelitian, Komunikatif, Kerjasama, kejujuran, pengendalian emosi;
4. Mampu mengoperasikan komputer.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengawasan PM
2. SOP Pengarsipan

1.
2.

Komputer atau laptop
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pencapaian Waktu SOP dam kondisi normal

1.
2.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan di Perusahaan
Elemen data




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas . . Keterangan
Anggota Tim Ketua Tim Kelengkapan Waktu Output
1 Membuat jadwal pendampingan untuk pelaku usaha - Data pemohon 1Jam | Jadwal Pendampingan SOP Pengawasan
)\ 4

2 Menerima jadwal pendampingan kepada pelaku usaha - Jadwal Pendampingan 1Jam | Jadwal Pendampingan

Melaksanakan pendampingan pemenuhan kewajiban Jadwal Pendampingan,
3 P pinganp J Jadwal Pendampingan 1 Hari | Kelengkapan pelaksanaan

pelaku usaha .

izin berusaha
4 Merekap data hasil pendampingan kepada pelaku usaha ?(felengkapan pelaksanaan 3 Jam | Data hasil Pendampingan
izin berusaha
Tidak p

5 Memverifikasi data hasil pendampingan < Data hasil Pendampingan 2 Jam | Data hasil Pendampingan

Mendokumentasikan data hasil pendampingan sebagai Ya
6 bahan monitoring dan evaluasi P ping g -: Data hasil Pendampingan 1Jam | Data hasil Pendampingan SOP Pengarsipan
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.02.03.CFM.01.02.SOP.05

Tgl Pembuatan : | 5 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Pengesahan : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH.MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyusunan Laporan Pengawasan

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANAAN:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah
Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112.

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2023 tentang Penanaman Modal.

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5
tahun 2021 tentang Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya

- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik

- Mampu mengoperasikan komputer

- Menguasai persyaratan perizinan berusaha dan nonperizinan

KETERKAITAN:

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. SOP Pengawasan
2. SOP Pengarsipan

1. Komputer;
2. Printer

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

1. Data Pengawasan
2. Dokumentasi




MUTU BAKU

PELAKSANA KETERANGAN
NO KEGIATAN Anggota
Tim Ketua Tim Pengawas Kepala Dinas KELENGKAPAN WAKTU OUTPUT

1 Menyiapkan bahan laporan Data pengawasan 1 hari Rekap data SOP pengawasan

pengawasan pengawasan
2 Menyusun Laporan Rekap data 1 hari Draft laporan -

pengawasan Pengawasan
3 Menerima laporan Tidak / Ya Draft laporan 1 hari Draft Laporan

pengawasan \/
4 Penandatanganan Laporan v Draft Laporan 15 menit Laporan Pengarsipan

pengawasan
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.01.50P.01

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

22 November 2023/05

Tgl Pengesahan

Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mag#tang

™

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Bahan Rencana Kerja

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memahami cascading kinerja organisasi

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Rencana Kerja Bapeda 1. Komputer
2. SOP Penetapan Rencana Kerja 2. Internet
3. SOP Surat Keluar 3. Aplikasi SIPD
4. SOPFGD 4. Printer
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. RPJMD dan Renstra
6. SOP pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila penyusunan Renja tidak mengacu pada RKPD dan Renstra, indicator kinerja berpotensi tidak tercapai dan kegiatan yang tidak Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
sesuai dapat dibatalkan.
2. Apabila pengisian SIPD melewati batas waktu, entri data sudah tidak dapat dilaksanakan.




Pelaksana Mutu Baku
N Aktifit i i Ket
° tas Ka. Dinas Tim Penyusun Perencana Ahli Sekretaris Kelengkapan Waktu Output eterangan
Renja Muda
1. |Melakukan koordinasi dengan seluruh penanggungjawab - SE Penyusunan 2 jam Notulen
capaian kinerja Perangkat Daerah untuk menyiapkan bahan Renja Rapat
penyusunan rencana kerja
2. |Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan menyusun A - Notulen Rapat .
) . . . . 3 hari KAK
Kerangka Acuan Kerja dari masing-masing kegiatan
3. |Menerima KAK dan menyusun bahan FGD untuk =-= Tidak KAK Draft Materi
dikomunikasikan dengan masyarakat menyerahkan materi 1 hari FGD
FGD kepada sekretaris untuk verifikasi
4. |Melakukan verifikasi bahan FGD, bila sudah sesuai diserahkan ‘/> Draft Materi FGD Draft Materi [SOP Surat
kebagian umum untuk dibuatkan undangan FGD, bila tidak TN\ 2 jam FGD Keluar
dikembalikan ke perencana untuk disempurnakan
5. |Menerima materi FGD dari sekretaris -‘ Ya Draft Materi FGD 1jam Materi FGD
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.01.S0P.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /05

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magetang

[’

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Focus Grup Discussion (FGD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami cascading kinerja organisasi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Rencana Kerja Bapeda 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Internet
3. SOP Penyusunan Bahan Renja 3. Aplikasi SIPD
4. SOP Penetapan Rencana Kerja 4. Printer
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. RPJMD dan Renstra
6. SOP Pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila penyusunan Renja tidak mengacu pada RKPD dan Renstra, indikator kinerja berpotensi tidak tercapai dan kegiatan yang tidak

sesuai dapat dibatalkan.
2. Apabila pengisian SIPPD melewati batas waktu, entri data sudah tidak dapat dilaksanakan.

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tim
N Aktifit: i Ket
° tHitas Ka. Dinas Peserta Perencana Ahli Penyusun Kelengkapan Waktu Output eterangan
Muda .
Renja
1. |Memaparkan rencana kerja Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan - Materi FGD 30 menit Materi FGD  [SOP Penyusunan Bahan Renja
masukan dari peserta FGD
2. |Memberikan saran masukan terhadap renja kerja Perangkat Daerah yang ;- Materi FGD . Draft Berita
. » 1jam
dicatat oleh Perencana Acara FGD
3. |Merekap saran dan masukan dari peserta FGD dan menyerahkan kepada - Draft Berita Acara FGD 30 menit Draft Berita
peserta FGD untuk ditandatangani Acara FGD
4. |Mengesahkan berita acara FGD dan menyerahkan ke penanggungjawab -= Draft Berita Acara FGD . Berita Acara
- L Lo ) . 5 menit
kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan FGD
5. |Melakukan penyesuaian kegiatan sesuai hasil FGD dan melakukan input data - Berita Acara FGD 1 hari KAK, Rincian
di SIPD Belanja
6. |Melakukan validasi pada masing-masing kegiatan melalui aplikasi SIPD -< Rincian Belanja 1jam Rincian Belanja
SOP Surat Keluar
7. |Melakukan penyesuaian matrik renja dan dikirmkan ke Bapeda untuk Rincian Belanja Matrik renja  |sop Verifikasi Rencana Kerja
diverifikasi - Bapeda
1 hari SOP Penetapan Rencana Kerja
SOP Publikasi Data dan Informasi
secara elektronik
SOP pengarsipan
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.01.S0P.03

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /05

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penetapan Rencana Kerja

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami cascading kinerja organisasi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Rencana Kerja Bapeda 1. Komputer
2. SOPFGD 2. Internet
3. SOP Surat Keluar 3. Aplikasi SIPPD
4. SOP Penyusunan Bahan Rencana Kerja 4. Printer
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. RPJMD dan Renstra
6. SOP Pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila penyusunan Renja tidak mengacu pada RKPD dan Renstra, indikator kinerja berpotensi tidak tercapai dan kegiatan yang tidak Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
sesuai dapat dibatalkan.
2. Apabila pengisian SIPPD melewati batas waktu, entri data sudah tidak dapat dilaksanakan.




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas | Tim Penyusun| Perencana . Keterangan
Ka. Dinas Renja Ahli Muda Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1. |Menerima Hasil verifikasi dari Bapeda dan maneruskan kepada - Berita Acara Hasil Desk 1jam Berita Acara Hasil Desk [SOP Verifikasi Rencana Kerja
penanggungjawab kegiatan untuk ditindaklanjuti Bapeda Bapeda Bapeda
2. |Melakukan penyesuaian kegiatan sesuai Hasil verifikasi dari Bapeda ;- Berita Acara Hasil Desk . . .
dan melakukan input data di SIPD Bapeda 2 hari KAK, Rincian Belanja
3. |Melakukan validasi pada masing-masing kegiatan melalui aplikasi -: Rincian Belanja Rincian Belanja Proses RKPD ditingkat Kota,
SIPD, dan menginformasikan kepada perencana untuk ditindaklanjuti 1jam bila sudah ditetapkan
! dilanjutkan dengan
penetapan renja
4. |Menyusun draf dokumen rencana kerja untuk diverifikasi > -: Tidak sesuai  |Rincian Belanja, KAK 7 hari Draft Dokumen Renja
5. |Melakukan verifikasi draft dokumen rencana kerja Draft Dokumen Renja Draft Dokumen Renja
:<> 1 hari
SOP Pengarsipan
6. |Melakukan penandatanganan doikumen renja Sksuai Draft Dokumen Renja Dokumen Renja SOP Publikasi Informasi dan
1jam

Data secara Elektronik




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

FOCUS GRUP DISCUSSION (FGD)

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



[ownotiana]

e

&>

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.01.S0P.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /05

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Focus Grup Discussion (FGD)

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami cascading kinerja organisasi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Rencana Kerja Bapeda 1. Komputer
2. SOP Surat Keluar 2. Internet
3. SOP Penyusunan Bahan Renja 3. Aplikasi SIPD
4. SOP Penetapan Rencana Kerja 4. Printer
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. RPJMD dan Renstra
6. SOP Pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila penyusunan Renja tidak mengacu pada RKPD dan Renstra, indikator kinerja berpotensi tidak tercapai dan kegiatan yang tidak

sesuai dapat dibatalkan.
2. Apabila pengisian SIPPD melewati batas waktu, entri data sudah tidak dapat dilaksanakan.

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Tim
N Aktifit: i Ket
° tHitas Ka. Dinas Peserta Perencana Ahli Penyusun Kelengkapan Waktu Output eterangan
Muda .
Renja
1. |Memaparkan rencana kerja Perangkat Daerah untuk mendapatkan saran dan - Materi FGD 30 menit Materi FGD  [SOP Penyusunan Bahan Renja
masukan dari peserta FGD
2. |Memberikan saran masukan terhadap renja kerja Perangkat Daerah yang ;- Materi FGD . Draft Berita
. » 1jam
dicatat oleh Perencana Acara FGD
3. |Merekap saran dan masukan dari peserta FGD dan menyerahkan kepada - Draft Berita Acara FGD 30 menit Draft Berita
peserta FGD untuk ditandatangani Acara FGD
4. |Mengesahkan berita acara FGD dan menyerahkan ke penanggungjawab -= Draft Berita Acara FGD . Berita Acara
- L Lo ) . 5 menit
kegiatan untuk ditindaklanjuti dengan penyesuaian kegiatan FGD
5. |Melakukan penyesuaian kegiatan sesuai hasil FGD dan melakukan input data - Berita Acara FGD 1 hari KAK, Rincian
di SIPD Belanja
6. |Melakukan validasi pada masing-masing kegiatan melalui aplikasi SIPD -< Rincian Belanja 1jam Rincian Belanja
SOP Surat Keluar
7. |Melakukan penyesuaian matrik renja dan dikirmkan ke Bapeda untuk Rincian Belanja Matrik renja  |sop Verifikasi Rencana Kerja
diverifikasi - Bapeda
1 hari SOP Penetapan Rencana Kerja
SOP Publikasi Data dan Informasi
secara elektronik
SOP pengarsipan
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.01.S0P.03

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /05

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelzrig

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penetapan Rencana Kerja

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami cascading kinerja organisasi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Verifikasi Rencana Kerja Bapeda 1. Komputer
2. SOPFGD 2. Internet
3. SOP Surat Keluar 3. Aplikasi SIPPD
4. SOP Penyusunan Bahan Rencana Kerja 4. Printer
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. RPJMD dan Renstra
6. SOP Pengarsipan
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Apabila penyusunan Renja tidak mengacu pada RKPD dan Renstra, indikator kinerja berpotensi tidak tercapai dan kegiatan yang tidak Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual
sesuai dapat dibatalkan.
2. Apabila pengisian SIPPD melewati batas waktu, entri data sudah tidak dapat dilaksanakan.




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas | Tim Penyusun| Perencana . Keterangan
Ka. Dinas Renja Ahli Muda Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
1. |Menerima Hasil verifikasi dari Bapeda dan maneruskan kepada - Berita Acara Hasil Desk 1jam Berita Acara Hasil Desk [SOP Verifikasi Rencana Kerja
penanggungjawab kegiatan untuk ditindaklanjuti Bapeda Bapeda Bapeda
2. |Melakukan penyesuaian kegiatan sesuai Hasil verifikasi dari Bapeda ;- Berita Acara Hasil Desk . . .
dan melakukan input data di SIPD Bapeda 2 hari KAK, Rincian Belanja
3. |Melakukan validasi pada masing-masing kegiatan melalui aplikasi -: Rincian Belanja Rincian Belanja Proses RKPD ditingkat Kota,
SIPD, dan menginformasikan kepada perencana untuk ditindaklanjuti 1jam bila sudah ditetapkan
! dilanjutkan dengan
penetapan renja
4. |Menyusun draf dokumen rencana kerja untuk diverifikasi > -: Tidak sesuai  |Rincian Belanja, KAK 7 hari Draft Dokumen Renja
5. |Melakukan verifikasi draft dokumen rencana kerja Draft Dokumen Renja Draft Dokumen Renja
:<> 1 hari
SOP Pengarsipan
6. |Melakukan penandatanganan doikumen renja Sksuai Draft Dokumen Renja Dokumen Renja SOP Publikasi Informasi dan
1jam

Data secara Elektronik
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.02.50P.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 23 November 2023 /05
Tgl Pengesahan 29 Desember 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
W
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005
Nama SOP Bahan Rencana Kegiatan Anggaran

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

w

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memahami cascading kinerja organisasi
3. Memahami penganggaran

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP KUAPPAS Dewan 1. Komputer

2. SOP Desk Anggaran BPKAD 2. Internet

3. SOP Penyusunan RKA 3. Aplikasi SIPD

4. SOP Surat Keluar 4. Printer

5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. Dokumen Renja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyusunan RKA harus sesuai dengan KUA/PPAS dan standarisasi harga dan biaya
2. Apabila terjadi kesalahan rekening belanja, penggantian harus melalui perubahan anggaran
3. Pengisian anggaran kas harus memperhatikan kecukupan anggaran awal tahun

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku

No Aktifitas Ka. Dinas Tim RKA Pere:’fj:: Ahli Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1. |Melakukan rapat koordinasi untuk persiapan desk -— Undangan, SE 2 jam Notulen SOP Surat Keluar

anggaran/ KUAPPAS dengan Dewan Penyusunan RKA
3. |Menyiapkan bahan desk anggaran dan melakukan input Notulen . L .

1M R Bel

data rincian belanja pada SIPD ingeu incian beanja
3. |Validasi rincian belanja pada SIPD -< Rincian Belanja 1 hari Rincian Belanja
4. |Mengirimkan draft RKA ke BPKAD :- SOP Surat Keluar

Rincian Belanja 3 jam Rincian Belanja |SOP Desk Anggaran

SOP KUAPPAS
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.02.S0P.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelzng

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,
Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memahami cascading kinerja organisasi
3. Memahami penganggaran

KETERKAITAN

PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP KUAPPAS Dewan 1. Komputer

2. SOP Desk Anggaran BPKAD 2. Internet

3. SOP Penyusunan Bahan RKA 3. Aplikasi SIPD

4. SOP Penyusunan DPA 4. Printer

5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. Renja

6. SOP Surat keluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penyusunan RKA harus sesuai dengan KUA/PPAS dan standarisasi harga dan biaya
2. Apabila terjadi kesalahan rekening belanja, penggantian harus melalui perubahan anggaran
3. Pengisian anggaran kas harus memperhatikan kecukupan anggaran awal tahun

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas | Tim Penyusun | Perencana . Keterangan
Ka. Dinas RKA Ahli Muda Sekretaris Kelengkapan Waktu Output

1. |Menerima Hasil verifikasi dari BPKAD/ Komisi dan maneruskan kepada - Berita Acara Hasil Desk 1jam Berita Acara Hasil Desk |SOP KUAPPAS

penanggungjawab kegiatan untuk ditindaklanjuti BPKAD/Komisi BPKAD/Komisi
2. |Melakukan penyesuaian rincian belanja sesuai Hasil verifikasi dari BPKAD/ :_ Berita Acara Hasil Desk 2 hari Rincian Belania

Komisi dan melakukan input data di SIPD BPKAD/Komisi )
3. |Melakukan validasi pada masing-masing kegiatan melalui aplikasi SIPD, dan -: Rincian Belanja 2 iam Rincian Belanja

menginformasikan kepada perencana untuk ditindaklanjuti }
4. [Menyusun draf dokumen RKA dan menyerahkan kepada sekretaris ;-: Tidak Rincian Belanja 2 hari Draft Dokumen RKA
5. |Melakukan verifikasi draft dokumen RKA bila sudah sesuai diserahkan kepada Draft Dokumen RKA Draft Dokumen RKA

Kepala Dinas untuk ditetapkan, bila belum dikembalikan kepada perencana /> 3 jam

untuk disesuaikan \

SOP Penyusunan DPA
6. |Melakukan penandatanganan doikumen RKA Ya Draft Dokumen RKA Dokumen RKA SOP Pengarsipan
30 menit SOP Publikasi Data dan

Informasi secara Elektronik
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.02.50P.03

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023/04

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magetdng

[

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Dokumen Penetapan Anggaran

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami cascading kinerja organisasi
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami penganggaran
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Penyusunan Bahan RKA 1. Komputer
2. SOP Penyusunan RKA 2. Internet
3. SOP Pengesahan Tim Anggaran BPKAD 3. Aplikasi SIPD
4. SOP Surat Keluar 4. Printer
5. SOP Pengarsipan 5. RKA
6. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Pengisian anggaran kas harus memperhatikan kecukupan anggaran awal tahun Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas | Tim Penyusun | Perencana . Keterangan
Ka. Dinas RKA Ahli Muda Sekretaris Kelengkapan Waktu Output
o ) ) SOP Bahan RKA
1. Melak.ukan koordinasi dengan seluru.h penar}ggungj.awab kegiatan untuk - Edaran dari BPKAD 1jam Notulen SOP Penyusunan RKA
menyiapkan anggaran kas pada masing-masing kegiatan SOP Surat Keluar
2. Melak.ukan |np.ut data anggaran kas paqa masmg-masm.g kegiatan, dan :_ Notulen 2 hari Anggaran Kas
menginformasikan kepada perencana bila sudah selesai
3. |Mencetak draft DPA > -; Tidak Anggaran kas 2 hari Draft Dokumen DPA
4. [Melakukan verifikasi draft DPA bila sudah sesuai diserahkan kepada Kepala /
Dinas untuk ditetapkan, bila belum dikembalikan kepada perencana untuk > Draft Dokumen DPA 3jam Draft Dokumen DPA
disesuaikan \/
5. |Melakukan penandatanganan doikumen DPA _: Ya |Draft Dokumen DPA 30 menit  |Dokumen DPA
| SOP Surat Keluar
6. |Mengirimkan Dokumen DPA ke BPKAD untuk Disahkan Oleh Tim Anggaran - SOP Pengesahan Tim Anggaran
SOP Penyusunan DPA
Dokumen DPA 1 hari Tanda Terima SOP Pengarsipan

SOP Publikasi Data dan

Informasi secara Elektronik
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PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.03.S0P.01

Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 23 November 2023 /04

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mazelang

[

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Pengumpulan Data Capaian Kinerja

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami uraian tugas dengan baik
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Memahami Cascading kinerja Organisasi
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. SOP Rapat Koordinasi 3. Printer
4. SOP Penyusunan LKJIP 4. Renstra dan Renja
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. Aplikasi Smartid
6. Form Cakin
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Aktifitas Perencana Ahli | Penanggung | Perencana Ahli . . Keterangan
Pertama Jawab Cakin Muda Sekretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1. |Mendistribusikan form capaian kinerja kepada penaggungjawab IKU, PK, Rencana aksi 1jam Form Capaian Cakin dikumpulkan
kegiatan untuk diisi sesuai capaian kinerja pada bulan - Kinerja perbulan
bersangkutan
2. |Mengisi form capaian kinerja dan dikembalikan kepada perencana - Form Capaian Kinerja 3 hari Data Capain Subkoordinator,
untuk direkap Kinerja Koordinator, Subbagian
3. [Menerima data capaian kinerja dan melakukan rekap data capaian y Data Capaian Kinerja Rekap Data
kinerja secara manual maupun pada aplikasi smartid/ link dari 1 hari |Capaian Kinerja
Bapeda dan menyerahkan data capaian kinerja pada sekretaris.
4. |Sekretaris melakukan verifikasi laporan hasil capaian kinerja, dan k- Rekap Data Capaian Rekap Data
menyerahkan laporan hasil capaian kinerja kepada Kepala Dinas Kinerja 2 jam Capaian Kinerja
serta mengagendakan rapat monev capaian kinerja
5. |Kepala Dinas menerima laporan capaian kinerja dan menjadi Rekap Data Capaian Rekap Data SOP Pengarsipan
bahan dalam pelaksanaan monev capaian kinerja - Kinerja 2jam Capaian Kinerja
v SOP Rapat
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.01.03.50P.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

23 November 2023 /03

Tgl Pengesahan

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelapg

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan LKIIP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer

Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan | 3. Memahami Cascading kinerja Organisasi
Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun
2021-2026;
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Data Capaian Kinerja 1. Komputer jaringan
2. SOP Surat keluar 2. Internet
3. SOP Rapat Koordinasi 3. Printer
4. SOP Pengarsipan 4. Renstra
5. SOP Publikasi Data dan Informasi secara Elektronik 5. Renja
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Keterlambatan penyusunan LKJIP akan berpengaruh terhadap laporan Kinerja Pemerintah Kota Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




No

Aktifitas

Pelaksana

Mutu Baku

Perencana Ahli
Pertama

Perencana Ahli Muda

Sekretaris/

Pengawas

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

Menghimpun data dukung penyusunan LKJIP

Renstra, IKU, DPA,

Data Capain Kinerja,

SOP Data Capaian

RFK 3 hari IKU, realisasi Kinerja
anggaran SOP Rapat Koordinasi
2. |Menyusun draft LKJIP dan menyerahkan > - Data Capain Kinerja, .
kepada sekretaris untuk diverifikasi IKU 7 hari Darft LIJIP
b
3 |Melakukan verifikasi draft LKJIP, bila sudah Tidak /'
sesuai diserahkan kepada Kepala Dinas untuk . Berita Acara Review
Draft LKJIP 1h !
ditandatangani, bila tidak diserahkan ke \ raft LKJ an Darft LKJIP
perencana untuk diperbaiki
4. |Melakukan pengesahan dokumen LKJIP Ya SOP Pengarsipan
Berita Acara . SOP Publikasi Data
1 hari LKJIP

) 4

Review, Draft LKJIP

dan Informasi secara
Elektronik




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN ADMINISTRASI UP

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.01.SOP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 23 November 2023/04
Tgl Pengesahan Desember 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH KOTA Kota Magetang
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU -
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP Penyusunan Administrasi UP
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari | 3. Memahami pengelolaan keuangan daerah
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. SOP Penyusunan Administrasi LS 3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. SOP Penyusunan Administrasi GU 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Pengajuan SPM Gaji ASN ke BPKAD maksimal Tanggal 27 setiap bulannya Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual

Pengajuan SPM Tunjangan ASN ke BPKAD maksimal sesuai isi dari surat edaran/ pemberitahuan
Pengajuan SPM GU minimal 25% dari pagu GU yang ditetapkan

Pengajuan LS minimal nominal DAU Rp. 2.500.000 ( Sesuai sisdur keuangan dari BPKAD)
Pengajuan LS untuk DAK tidak dibatasi dengan jumlah nominal belanja.

A wN e




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan P
& Ketua Tim Bendahara PPK engguna Kelengkapan Waktu Output
Anggaran
1. |Bendahara dan AK melakukan penghitungan SK dan Bukti Pengeluaran 1 hari Bukti Pengeluaran Belanja (SPJ) |SOP Penyusun
anggaran yang dibayarkan dan memilah - Belanja beserta Dokumen
mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan > kelengkapannya Pertanggungjawaban
sistem prosedur pengelolaan keuangan. Bisa Keuangan
melalui GU/TU/LS
2. |Mengkompilasi dan menyusun daftar tanda terima (Tidak Bukti Pengeluaran Belanja Dokumen SPP
pembayaran/Bukti Pengeluaran/ Kelengkapan A (SPJ) 1 hari
dokumen pengajuan anggaran dan mengajukan
SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
3. |Mengoreksi dan memberikan persetujuan Tidak <\ Ya Dokumen SPP 1 hari SPP
< >
4. |Mengesahkan pengajuan SPM dan mengirimkan ke . . SPM SOP Surat Keluar
SPP 1 hari
BPKAD
5. |Pencairan Anggaran - SPM 1 hari SP2D SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DOKUMEN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
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Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.01.SOP.02
Tgl Pembuatan 10 April 2023
Tgl/ No Revisi 23 November 2023/01
Tgl Pengesahan 29 Desember 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH KOTA Kota Magelang
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari | 3. Memahami pengelolaan keuangan daerah
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. SOP Pencairan Anggaran 3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. SOP Penyusunan Administrasi GU 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen pertanggungjawaban disesuaikan dengan Sistem dan prosedur Keuangan Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Kegiat Admi P
° eglatan .dmln PPTK Bendahara |Verifikator| PPK engguna Kelengkapan Waktu Output
Bidang Anggaran
1. |Admin bidang menyiapkan dokumen - Bukti Pengeluaran Belanja | 1 hari |Bukti Pengeluaran Belanja
pertanggungjawaban keuangan 4 beserta kelengkapannya (SPJ)
2. |Melakukan cek kelengkapan dokumen Tidal /\ Ya Bukti Pengeluaran Belanja . |Bukti Pengeluaran Belanja
. NS 1 hari
pertanggungjawaban keuangan 4 (SPJ) (SPJ)
-
3. |Melakukan ceklist kelengkapan dokumen SPJ dan Tidak e Ya Bukti Pengeluaran Belanja 1 hari Bukti Pengeluaran Belanja
ketersediaan anggaran : (SPJ) (SPJ)
b
4. Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SP)J Tidak N lva Bukti Pengeluaran Belanja . |Bukti Pengeluaran Belanja
N 1 hari
A (SPJ) (SPJ)
5. |[Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPJ Tidak 0 Bukti Pengeluaran Belanja . |Bukti Pengeluaran Belanja
1 hari
(SPJ) (SPJ)
6 |Melakukan persetujuan dokumen kelengkapan - Bukti Pengeluaran Belanja . |Bukti Pengeluaran Belanja
. 1 hari
SP) (SPJ) (SPJ)
o Bukti Pengeluaran Belanja . . . |SOP Pengarsipan
7. |Melakukan Input data pada aplikasi Simda 1 hari  |Bukti Pengeluaran Belanja

(SPJ)

(SPJ)

SOP Penyusunan
Administrasi GU
SOP Pencairan
Anggaran




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DOKUMEN GU
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Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 10 April 2023
Tgl/ No Revisi 8 Desember 2023/02
Tgl Pengesahan Desember 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH KOTA Kota Magelang
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP Penyusunan Dokumen GU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer

2.

o

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2. Memahami uraian tugas dengan baik
3. Memahami pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan

2. SOP Pengarsipan 2. Internet

3. SOP Pencairan Anggaran 3. Aplikasi Keuangan Daerah

4. SOP Penyusunan Administrasi UP 4. Printer

5. SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen pertanggungjawaban disesuaikan dengan Sistem dan prosedur Keuangan Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




1 hari

Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Kegi
° eglatan Bendahara |Verifikator| PPK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Anggaran
1. [Menyusun dokumen kelengkapan SPM . . . SOP Penyusunan
- Bukti kelengkapan SPM 1 hari |Bukti kelengkapan SPM Administrasi UP
v
2. |Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPM Tidak <> Ya Bukti kelengkapan SPM 1 hari |Bukti kelengkapan SPM
A
3. |Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPM Tidak <> Ya

Bukti kelengkapan SPM

Bukti kelengkapan SPM

Melakukan persetujuan dokumen kelengkapan
SPM

Bukti kelengkapan SPM

1 hari

Bukti kelengkapan SPM

SOP Pengarsipan
SOP Surat Keluar




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN DOKUMEN LS
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Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.01.SOP.04
Tgl Pembuatan 8 Desember 2023
Tgl/ No Revisi
Tgl Pengesahan Desember 2023
Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH KOTA Kota Magelang
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
W
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP Penyusunan Dokumen LS
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; 2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari | 3. Memahami pengelolaan keuangan daerah
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. SOP Pencairan Anggaran 3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. SOP Penyusunan Administrasi UP 4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Dokumen pertanggungjawaban disesuaikan dengan Sistem dan prosedur Keuangan Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Kegiat Admi P
° eglatan .dmln PPTK Bendahara |Verifikator| PPK engguna Kelengkapan Waktu Output
Bidang Anggaran
1. |Admin bidang menyiapkan dokumen - Bukti Pengeluaran Belanja | 1 hari |Bukti Pengeluaran Belanja |SOP Penyusunan
pertanggungjawaban keuangan 4 beserta kelengkapannya (SPJ) Administrasi UP
2. |Melakukan cek kelengkapan dokumen Tidal /\ Ya Bukti Pengeluaran Belanja . |Bukti Pengeluaran Belanja
. NS 1 hari
pertanggungjawaban keuangan 4 (SPJ) (SPJ)
>
3. |Melakukan ceklist kelengkapan dokumen SPJ dan Tidak e Ya Bukti Pengeluaran Belanja dokumen kelengkapan SPJ |Aplikasi Keuangan
ketersediaan anggaran dan menyiapkan \l/ (SPJ) 1 hari |dan kelengkapan dokumen
kelengkapan dokumen SPM f SPM
4. |Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPJ dan Tidak /\> Ya dokumen kelengkapan SPJ dokumen kelengkapan SPJ
kelengkapan dokumen SPM A dan kelengkapan dokumen | 1 hari |dan kelengkapan dokumen
SPM SPM
5. |Melakukan verifikasi berkas kelengkapan SPJ dan Tidak \/> dokumen kelengkapan SPJ dokumen kelengkapan SPJ
kelengkapan dokumen SPM dan kelengkapan dokumen | 1 hari |dan kelengkapan dokumen
SPM SPM
. SOP Pengarsipan
6 |Melakukan persetujuan dokumen kelengkapan dokumen kelengkapan SPJ dokumen kelengkapan SPJ SOP Surat Keluar
SPJ dan kelengkapan dokumen SPM dan kelengkapan dokumen | 1 hari |dan kelengkapan dokumen
SPM SPM




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN
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Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.02.50P.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 23 November 2023/04
Tgl Pengesahan 29 Desember 2023
PEMERINTAH KOTA -
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
|
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, | 3. Memahami pengelolaan keuangan daerah
Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Laporan keuangan bulanan dikirimkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Kegiat
° eglatan Bendahara PPK Ketua Tim Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Anggaran
1. |Bendahara melakukan penghitungan seluruh belanja, menutup - SPJ 3 hari Basis Data
kas, mengembalikan kas ke kas daerah, dan mengumpulkan
data obyek belanja yang telah di SPJ kan
2. |Mengkompilasi dan menyusun bahan laporan Tidak =- Basis Data 3 hari Draft laporan
3. |Mengkoreksi bahan laporan dan memberikan persetujuan <>‘—| Draft laporan 1 hari Konsep laporan
4. |[Mengesahkan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan dikirimkan ke ¥a ;- Laporan SOP Surat Keluar
BPKAD Konsep laporan 1 hari

SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENYUSUNAN LAPORAN PROGNOSIS

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.02.50P.02

Tgl Pembuatan 23 November 2013

Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Penyusunan Laporan Prognosis
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan | 1. Memiliki kemampuan dasar komputer

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Memahami uraian tugas dengan baik

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, | 3. Memahami pengelolaan keuangan daerah
Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Surat Keluar 1. Komputer jaringan
2. SOP Pengarsipan 2. Internet
3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. Printer
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
1. Laporan keuangan bulanan dikirimkan maksimal tanggal 10 pada bulan berikutnya. Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
N Kegiat:
° eglatan Bendahara Ketua Tim PPK Pengguna Kelengkapan Waktu Output
Anggaran
1. |Bendahara melakukan mencetak laporan prognosis keuangan - User password 3 hari Draft Laporan
dari aplikasi SIMDA A aplikasi SiImda prognosis
2. |Melakukan verifikasi laporan prognosis Téda!‘/\ Y Draft Laporan . Draft Laporan
NS . 3 hari "
A prognosis prognosis
3. |Melakukan verifikasi laporan prognosis Tidak \> Ya Draft Laporan 1 hari Draft Laporan
prognosis prognosis
) o v _ |SOP Surat Keluar
4. |Mengesahkan Laporan prognosis untuk dikirmkan ke BPKAD - Draft Laporan 1 hari Laporan prognosis |gp Pengarsipan

prognosis
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PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.02.02.50P.03

Tgl Pembuatan 23 November 2023

Tgl/ No Revisi

Tgl Pengesahan Desember 2023

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

Disahkan Oleh

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Akhir Tahun

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1. Memiliki kemampuan dasar komputer
2. Memahami uraian tugas dengan baik
3. Memahami pengelolaan keuangan daerah

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah.
KETERKAITAN PERALATAN/ PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan
3. SOP Rekonsiliasi

1. Komputer jaringan

2. Internet
3. Aplikasi Keuangan Daerah
4. Printer

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Laporan keuangan akhir tahun dikirim ke BPKAD maksimal Tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya (
Mengikuti arahan dalam surat edaran).

Disimpan sebagai dokumen elektronik dan manual




Pelaksana

Mutu Baku Keterangan

N Kegiat:

° eglatan Bendahara PPK Ketua Tim Pengguna Kelengkapan Waktu Output

Anggaran
1. |Mengkompilasi dan menyusun bahan laporan Basis Data 4 hari Draft laporan
2. |Mengkoreksi bahan laporan dan memberikan persetujuan Tidak Draft laporan 1 hari Konsep laporan
3. |Mengesahkan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan dikirimkan ke Ya :- SOP Surat Keluar
BPKAD
Konsep laporan 1 hari Laporan

SOP Pengarsipan

SOP Rekonsiliasi




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
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Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.01.50P.01

Tgl Pembuatan : | 1 September 2019
Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023 /02
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU k-
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pengajuan Cuti Pegawai

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1.

2.
3.
4,

Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran
- Mempunyai kemampuan pengelolaan surat dan pengarsipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai
SOP Pengarsipan

Komputer

Printer

Aplikasi SIMPRESO
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Laporan Kehadiran Pegawai
Bukti pendukung ketidak hadiran Pegawai




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN . Sekretari
Pegawai Kasubag ekretaris/ Kepala
Pengawas/ . Pelaksana KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
ASN Umum Dinas
Subag
Mengisi formulir Formulir permintaan dan Formulir permintaan dan
1 permintaan dan pemberian - Ya pemberian cuti pegawai 15 menit | pemberian cuti pegawai
cuti pegawai 4
Meneliti formulir v . . Formulir permintaan dan
. . . Formulir permintaan dan . . . .
2 permintaan dan pemberian Tidak /> . . . 30 menit | pemberian cuti pegawai
. . pemberian cuti pegawai
cuti pegawai
Menandatangani formulir . . Formulir permintaan dan
. . Formulir permintaan dan . ) . .
3 | permintaan dan pemberian —> - . . . 30 menit | pemberian cuti pegawai
. . pemberian cuti pegawai
cuti pegawai
Mengesahkan formulir . .
. . . . Formulir permintaan dan
permintaan dan pemberian Formulir permintaan dan . . . .
4 . . . . . 30 menit | pemberian cuti pegawai
cuti pegawai pemberian cuti pegawai
‘- Formulir permintaan dan Formulir permintaan dan | SOP Pembuatan
5 Melakukan pencatatan cuti g pemberian cuti pegawai, Kartu 30 menit pemberian cuti pegawai, | Laporan Kehadiran
pegawai Cuti dan Buku Catatan Cuti Laporan rekap kehadiran | Pegawai
Pegawai pegawai SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.01.50P.02

Tgl Pembuatan : | 1September 2019

Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023 /02

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pembuatan Laporan Kehadiran Pegawai

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1.

2.
3.
4,

Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran
- Mempunyai kemampuan pengelolaan surat dan pengarsipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

SOP Pengacuan Cuti
SOP Pengarsipan

Komputer

Printer

Aplikasi SIMPRESO
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Laporan Kehadiran Pegawai
Bukti pendukung ketidak hadiran Pegawai




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN Kasubag
Staf Umum Umum KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Surat Perintah Perjalanan
1 Menyiapkan berkas bukti pendukung - Dinas, Surat Cuti, Surat 15 menit | Berkas pendukung ketidak SOP Pengajuan
ketidak hadiran Pegawai Keterangan, Undangan hadiran Pegawai Cuti
Kegiatan
Meneliti berkas bukti pendukung ketidak Tidak v . . BUKFI pendukung ketidak
5> | hadiran > - Bukti pendukung ketidak 30 menit hadiran Pegawai yang sudah
hadiran Pegawai diteliti
Melengkapi berkas bukti pendukung Bukti pendukung ketidak . Bukti pendukung ketidak
3 . . . < . - 30 menit . -
ketidak hadiran Pegawai hadiran Pegawai hadiran Pegawai yang lengkap
Melakukan input bukti pendukung ketidak Bukti pendukung ketidak Laporan rekapitulasi Sop
4 hadiran Pegawai melalui Aplikasi Simpreso | Ya - hadiran Pegawai yang 3 jam kehadiran Pegawai di Aplikasi

lengkap

Simpreso

Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02. SOP.01

Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyusunan Rencana Kebutuhan Peningkatan Kompetensi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubag | Sekretaris Kepala
NO KEGIATAN Pegawai Pelaksana ;
Dinas
ASN Kepegawaian Umum KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Mengisi formulir usulan 1jam
1 kebutuhan 'penlngka'tan - Form usulan Formullr.u'sulan yang
kompetensi pegawai sudah diisi
Melakukan rekap usulan v Formulir usulan Daftar usulan kebutuhan
2 | kebutuhan peningkatan 1jam peningkatan kompetensi
kompetensi pegawai Y pegawai
Melakukan verifikasi rekap usulan Daftar usulan kebutuhan
3 | kebutuhan peningkatan eningkatan kompetensi 1jam Daftar usulan yang
.p & . P & . P J sudah di verifikasi
kompetensi pegawai pegawai
Memberikan pgrsetu;uan usulan Daftar usulan yang sudah di . Daftar usulan yang
4 | kebutuhan peningkatan e 30 menit . L
. . verifikasi sudah disetujui
kompetensi pegawai
Menandatangani usulan A Daftar usulan yang sudah
. . . . Daftar usulan yang
5 | kebutuhan peningkatan disetujui dan surat 30 menit . .
. . sudah ditanda-tangani
kompetensi pegawai pengantar
Mengirimkan d
m:rr:g:)rII(nJmaennt:sr;kan usulan Daftar usulan dan surat Dokumen daftar usulan
6 -< pengantar yang sudah 1jam kebutuhan peningkatan

kebutuhan peningkatan
kompetensi pegawai

ditanda-tangani

kompetensi pegawai
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02. SOP.02

Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pelaksanaan Peningkatan Kompetensi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pelaksana Kasubag Sekretaris Kepala
. Umum Dinas KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Kepegawaian
Melakukan inventarisasi narasumber Dat? dan bahan 1jam Konsep rencana
. . kegiatan . .
1 | danrencana kegiatan peningkatan — peningkatan kegiatan peningkatan
K . . K . .
ompetensi pegawai Y kompetensi pegawai ompetensi pegawai
4 Dokumen rencana
Melakukan verifikasi data dan Konsep rencana kegiatan peningkatan
2 | koordinasi dengan narasumber Tidak / Ya kegiatan peningkatan | 30 menit | kompetensi pegawai
kegiatan X kompetensi pegawai yang sudah
diverifikasi
Dokumen rencana
. . Y . . Dokumen rencana
Memberikan persetujuan rencana kegiatan peningkatan . .
. . . . . . kegiatan peningkatan
3 | kegiatan peningkatan kompetensi . Ya kompetensi pegawai | 30 menit . .
. Tidak \/ kompetensi pegawai
pegawal yang sudah ang sudah disetujui
diverifikasi yang J
Dokumen rencana
v Dokumen rencana kegiatan peningkatan
4 Mer?andatanganl rencan.a keglata.n - kegiatan pe.nlngkata.n 30 menit | kompetensi pegawai
peningkatan kompetensi pegawai kompetensi pegawai yang sudah di
h di .
yang sudah disetujui tandatangani
Membuat surat undangan kegiatan Dokumen rencana surat undangan
5 . . & g -< kegiatan dan daftar 30 menit | peserta peningkatan
peningkatan kompetensi pegawai . .
peserta kompetensi pegawai
B i L i
Melaksanakan kegiatan peningkatan ahan, daftar ha'd|r, aporan hasi|
. . narasumber kegiatan . pelaksanaan
6 kompetensi pegawai dan membuat > - . 5 jam .
. peningkatan peningkatan
laporan hasil pelaksanaan . . . .
kompetensi pegawai kompetensi pegawai
Mendokumentasikan dan Laporan hasil Dokumen hasil
mengarsipkan laporan hasil P pelaksanaan . pelaksanaan SOP Surat Keluar
6 pelaksanaan peningkatan kompetensi -‘ peningkatan 30 menit peningkatan SOP Pengarsipan
pegawai kompetensi pegawai kompetensi pegawai
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DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

MONEV HASIL PENINGKATAN KOMPETENSI

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02. SOP.03

Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Monev Hasil Peningkatan Kompetensi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pegawai Pelaksana Kasubag Sekretaris Kepala
ASN/Non K . Umum Dinas KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
epegawaian
ASN
Membuat d'an m.engumpulkan Laporan hasil peningkatan 1jam Lapgran hasil
1 laporan hasil peningkatan kompetensi pegawai dan peningkatan
kompetensi pegawai e . kompetensi
fik latih
- sertifikat pelatihan pegawai
. L Daftar hasil
Melakukan !nvenFarlsaS| \ Laporan hasil peningkatan . peningkatan
2 | laporan hasil peningkatan . > 1jam .
; . kompetensi pegawai kompetensi
kompetensi pegawai pegawai
. Laporan monev
M I hasil
embuat aporan money as! A Daftar hasil peningkatan . hasil peningkatan
3 | peningkatan kompetensi . . 1jam -
. kompetensi pegawai kompetensi
pegawai A pegawai
. . v Laporan monev
M k
a eg:sr:ng:eie";ae::]uan /\ Ya Laporan monev hasil hasil peningkatan
4 P . . Tidak peningkatan kompetensi 30 menit | kompetensi
peningkatan kompetensi pegawai pegawai yang
pegawal sudah disetujui
Laporan monev
. Laporan monev hasil hasil peningkatan
M I
enandatanga.nl . aporan \ 4 peningkatan kompetensi . kompetensi
5 | monev hasil peningkatan . 30 menit .
kompetensi pegawai - pegawai yang sudah pegawai yang
disetujui sudah ditanda
tangani
D
. Laporan monev hasil okumen I?poran SOP Surat
Mendokumentasikan laporan . . monev hasil
. . peningkatan kompetensi . . Keluar
6 monev hasil peningkatan . 30 menit | peningkatan
pegawai yang sudah SOP
kompetensi pegawai -: kompetensi

ditanda tangani

pegawai

Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENGAJUAN TUGAS BELAJAR

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02. SOP.04
Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023
Tgl/ No Revisi :
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 'S
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pengajuan Tugas Belajar

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN p . Pelaksana Kasubag Sekretari Kepala
eAg:nlal Kepegawaian | Umum | ~ o' | Dinas KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Membuat surat pengajuan Berkas 1jam Surat pengajuan
1 | permohonan tugas belajar beserta - kelengkapan syarat permohonan
berkas kelengkapan pengajuan tugas belajar
Daft j
Surat pengajuan aftar pengajuan
Menginventarisasi berkas pengajuan = permohonan tugas permohonan
2 . - . 1jam tugas belajar dan
permohonan tugas belajar y belajar dan berkas berkas
kelengk
elengkapan kelengkapan
Memverifikasi surat pen_gajuan v Daftar pengajuan Surat peng_a;uan
permohonan tugas belajar beserta tugas belajar dan
permohonan tugas .
3 | berkas kelengkapan dan membuat . 1jam berkas
. Ya belajar dan berkas
surat pengantar kepada Walikota dan Tidak ) kelenckanan kelengkapan yang
BKPSDM grap sudah di verifikasi
Surat pengajuan Surat pengajuan
. . 4 tugas belajar dan tugas belajar dan
Memberikan persetujuan surat .
4 engaiuan permohonan tugas belaiar / Ya berkas kelengkapan | 30 menit | berkas
penga) P & ) Tidak yang sudah di kelengkapan yang
verifikasi sudah disetujui
Surat pengajuan
v Surat pengajuan tugas belajar yang
Menandatangani  surat  pengajuan - tugas belajar dan sudah
5 permohonan tugas belajar dan legalisir berkas kelengkapan | 1jam ditandatangani
berkas kelengkapan yang sudah dan berkas
disetujui kelengkapan yang
sudah dilegalisir
Surat pengajuan
tugas belajar yang Dokumen
Mendokum('enta5|kan dan mengirimkan Sl.,ldah . ' pengajuan tugas SOP Surat Keluar
6 | surat pengajuan permohonan tugas -: ditandatanganidan | 1jam belajar yang siap

belajar kepada Walikota dan

berkas kelengkapan
yang sudah
dilegalisir

dikirim dan
diarsipkan

SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PERMOHONAN PENGGUNAAN GELAR
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.02. SOP.05

Tgl Pembuatan : | 6 Desember 2023

Tgl/ No Revisi :

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Permohonan Penggunaan Gelar

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA

MUTU BAKU
KEGIATAN Pegawai Pelaksana Kasubag Sekretaris Kepala
ASN Kepegawaian Umum Dinas KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
1jam Surat pengajuan
Surat pengajuan
. permohonan
Membuat surat pengajuan - permohonan eneeunaan gelar dan
permohonan penggunaan gelar penggunaan gelar p g8 g
dan ijazah ijazah
Menginventarisasi berkas v S:::::Oho:::gajuan Daftar pengajuan
pengajuan permohonan - pen unaan olar 1jam permohonan
penggunaan gelar A P gg & penggunaan gelar
dan ijazah
Memverifikasi berkas pengajuan . Daftar  pengajuan Sl;;i;cOhona:engajuan
permohonan penggunaan gelar \ permohonan 1 iam pen Unaan olar
membuat surat pengantar kepada Va penggunaan gelar J pangg sﬁdah
Walikota dan BKPSDM Tidak 4 yang lengkap Ziivegrifikasi
Tida Surat pengajuan .
. . Surat pengajuan
Memberikan persetujuan surat /\ permohonan ermohonan
pengajuan permohonan Ya penggunaan gelar | 30 menit pen unaan olar
penggunaan gelar yang sudah pangiudah disetug'ui
diverifikasi yang J
Surat pengajuan Surat pengajuan
Menandatangani surat pengajuan Y permohonan permohonan
& penga) - penggunaan gelar | 30 menit | penggunaan gelar
permohonan penggunaan gelar yang sudah yang sudah
disetujui ditandatangani
Mendokumentasikan dan Surat pengajuan Dokumen pengajuan SOP Surat
mengirimkan surat pengajuan permohonan permohonan Keluar
permohonan penggunaan gelar - penggunaan gelar | 1jam penggunaan gelar SOP
kepada Walikota dan BKPSDM yang sudah yang siap dikirim dan Pengarsioan
ditandatangani diarsipkan garsip




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENYUSUNAN DOKUMEN KENAIKAN GAJI BERKALA
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Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.03. SOP.01
Tgl Pembuatan : | 1 September 2019
Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023 /02
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 'S
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Penyusunan Dokumen Kenaikan Gaji Berkala
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang- Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang - Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; - Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Keluar Komputer
2. SOP Kearsipan Printer
Software
ATK
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal Penjagaan Kenaikan Gaji Berkala
Surat Kenaikan Gaji Berkala
Daftar Kenaikan Gaji Berkala




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN Staff Kasubag Sekretaris Ka
Umum DPMPTSP KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Umpeg
Melakukan inventarisasi penjagaan
kenaikan gaji berkala dan membuat - Penjagaan 15 menit
1 | konsep kenaikan gaji berkala untuk 4 kenaikan gaji Data kenaikan gaji berkala
golongan Ill ke bawah berkala
) Melakukan verifikasi usulan kenaikan Tidlak /\ Va Konsep kenaikan 20 menit konsep kenaikan gaji
gaji berkala gaji berkala berkala
3 Melakukan paraf konsep usulan Konsep kenaikan 10 menit konsep yang sudah
kenaikan gaji berkala gaji berkala diverifikasi
Membuat surat kenaikan gaji berkala Surat kenaikan gaji .| surat kenaikan gaji
4 . 15 t e
pegawai - berkala ment berkala yang sudah diteliti
5 Memaraf surat kenaikan gaji berkala ﬁ Surat kenaikan gaji 20 menit sbL;rrT(;:;en::}kaguisz
pegawai berkala diparaf yang
. . . v Surat kenaikan gaji surat kenaikan gaji
6 Menandatangani surat kenaikan gaji - berkala yang sudah | 20 menit | berkala yang sudah SOP Surat Keluar

berkala

diparaf

ditandatangani

SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PEMBUATAN USULAN KENAIKAN PANGKAT
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.03.5S0P.02
Tgl Pembuatan 1 September 2019

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023 / 02

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19690724 199803 1 006

Nama SOP Pembuatan Usulan Kenaikan Pangkat

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok — pokok Kepegawaian;

2. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil secara langsung;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 tahun 2022 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil.

- Mempunyai kemampuan tentang Administrasi Perkantoran
- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan surat dan kearsipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Kearsipan

Komputer
Aplikasi Simpeg
Printer

ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Penjagaan Kenaikan Pangkat
Daftar Nominatif Usulan Kenaikan Pangkat
Berkas Persyaratan Kenaikan Pangkat




PELAKSANA

MUTU BAKU
NO KEGIATAN Kasubag . Ka
U:iin Umum Sekretaris | o\ orop KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Melakukan inventarisasi penjagaan
kenaikan p:?mgkat pegawai dan - Penjagaan 30 menit Data kenaikan pangkat
1 Melengkapi berkas persyaratan . .
. . kenaikan pangkat pegawai
kenaikan pangkat pegawai
Meneliti berk k lan kenaik
5 enc.e iti berkas persyaratzlan Tidak Berkas pegawai 30 menit berkas usulan kenaikan
kenaikan pangkat pegawai pangkat
Menandatangani legalisir v'a berkas usulan kenaikan
3 | persyaratan kenaikan pangkat - Berkas pegawai 30 menit pangkat yang sudah
pegawai dilegalisir
Menginput berkas persyaratan <
kenaikan pangkat pengawai melalui - Hasil input di aplikasi
aplikasi Simpeg dan mencetak surat Berkas pegawai . Simpeg dan surat
4 . 60 menit .
pengantar usulan kenaikan pangkat yang sudah lengkap pengantar usulan kenaikan
pegawai pangkat pegawai
|
Menandatangani surat pengantar - surat penga.ntar . Surat. pengantar usulan .
5 . . usulan kenaikan 15 menit kenaikan pangkat pegawai
usulan kenaikan pangkat pegawai . . .
pangkat pegawai yang sudah ditandatangani
Mengirimkan surat pengantar usulan surat penga.ntar Status daftar PNS yang
- ) . v usulan kenaikan . )
kenaikan pangkat pegawai melalui . . diusulkan kenaikan SOP Surat Keluar
6 pangkat pegawai 15 menit

aplikasi Simpeg

yang sudah
ditandatangani

pangkat melalui aplikasi
Simpeg

SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PEMBUATAN USULAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI DENGAN HAK PENSIUN
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.03.03.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Pembuatan Usulan Pemberhentian Pegawai dengan Hak Pensiun

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang — Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang — Undang
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok — pokok Kepegawaian;

2. Undang — Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil secara langsung;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

- Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
- Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi Perkantoran
- Mempunyai kemampuan pengelolaan surat dan kearsipan

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Keluar
2. SOP Pengarsipan

Komputer
Printer
Software
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Pencapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Penjagaan Pensiun
Daftar Usulan Pensiun




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN
Kasuba Sekretaris Ka.
Staf Umum g Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Umum DPMPTSP
Menginventarisasi pegawai pension dan
1 menyiapkan berkas berkas pengajuan -_ Penjagaan pensiun | 20 menit | Berkas persyaratan
usulan pensiun pegawai usulan pensiun
- . . Berkas persyaratan
Meneliti dan paraf berkas pengajuan Berkas persyaratan | 15 menit .
2 usulan pensiun pegawai usulan pensiun usulan pensiun yang
P pes P sudah diteliti
Berk Berk
Memverifikasi dan legalisir berkas er ?S persyaratan 15 menit erkas persyaratan
3 eneaiuan usulan pensiun pegawai pensiun yang sudah usulan pensiun yang
pengal P pes diparaf sudah diverifikasi
Berkas persyaratan
. . \ 4 usulan pensiun yang
M dat t | Berk t .
en‘j:\n a angan.l surat pengajuan usulan - erkas persYara an | sudah ditanda SOP Surat Keluar
4 pensiun pegawai usulan pensiun 30 menit

yang sudah lengkap

tangani dan siap
dikirm ke BKPSDM

SOP Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENYEDIAAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.04.50P.01

Tgl Pembuatan © | 1 April 2017

Tgl/ No Revisi ‘| 6 Desember 2023/03

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

"%

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Mempunyai kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran.

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Fasilitasi Kunjungan Tamu
2. SOP Rapat Koordinasi
3. SOP Pengarsipan

Komputer

ATK

Printer

Aplikasi E Katalog

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA

Surat Keputusan

Surat Penugasan

Formulir Seleksi Calon Pemasok
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok




PELAKSANA MUTU BAKU
Pelaksana
NO KEGIATAN DiBagi Kepala
Ibaglan Kasubag | Sekretaris Dinas Penyedia KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Umum
Umum
Mengi tarisasikan kebutuhan R h Daft
1 enginvestarisasikan kebutuhan Ruma - Daftar Inventarisasi | 30 menit attar .
Tangga Inventarisasi
5 Meneliti daftar kebutuhan Rumah -__L Daftar Inventarisasi | 15 menit Daftar o
Tangga 4 Inventarisasi
Meneliti dan memparaf pengajuan <> Daftar kebutuhan Daftar
3 kebutuhan RumahpTan pa &al yang sudah 15 menit | kebutuhan yang
g8 disetujui sudah disetujui
. . Daftar kebutuhan Daftar
4 Menandatangani pengajuan pemenuhan =- yang sudah 30 menit | kebutuhan yang
Kebutuhan Rumah Tangga . - . .
disetujui sudah disetujui
-‘ Daftar Inventarisasi Daftar
Melaksanakan pemenuhan Kebutuhan D . Inventarisasi
5 S yang sudah 30 menit
Rumah Tangga melalui aplikasi E katalog . L yang sudah
disetujui . L
disetujui
Daftar Inventarisasi
6 Memenuhi kebutuhan Rumah Tangga - kebutuhan dan 2 jam Bukti pembelian
bukti pembelian
Buku SOP Pengarsipan
;| Melaksanakan pencatatan hasil D « Buku inventarisasi | oo L SOP Fasilitasi

pemenuhan kebutuhan Rumah Tangga

stok barang

stok barang

Kunjungan Tamu

SOP Rapat Koordinasi




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.04.SOP.02

Tgl Pembuatan © | 1 April 2017

Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023/04

Tgl Efektif : | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Fasilitasi Kunjungan Tamu

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah.

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga

3. SOP Pengarsipan

4. SOP Penyusunan Dokumen Peratanggungjawaban Keuangan

Komputer

ATK

Printer

Aplikasi E-Katalog

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA

Surat Keputusan

Surat Penugasan

Formulir Seleksi Calon Pemasok
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok
Buku Tamu/Daftar Hadir Tamu




PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas/
NO KEGIATAN i
Staff Sekretaris/ KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Pengawas
SOP Surat Masuk
1 | Mengisi Buku Tamu/ daftar hadir — Buku Tamu 30 menit | Buku Tamu SOP Penyediaan Kebutuhan
Rumah Tangga
Menerima kunjungan/tamu dan Surat Kunjungan Daftar pemenuhan
’ 1 .
2 penyerahan cinderamata/plakat - Merchandise/plakat > menit i:::ga prasarana
. . Daftar pemenuhan . Dokumentasi SOP Pengarsipan
3 | Mendokumentasikan kunjungan tamu sarana prasarana tamu 15 menit )
O« kunjungan tamu

yang sudah disetujui




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

RAPAT KOORDINASI
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.04.SOP.03

Tgl Pembuatan 1 April 2017
Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/03
Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelzng

"%

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Rapat Koordinasi

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa - Memiliki kemampuan dasar komputer
Ilzaelrlj;erakhlr dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta _ Memahami uraian tugas dengan baik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. - Memahami pengelolaan keuangan daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; - Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Surat Masuk Komputer
2. SOP Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga ATK
3. SOP Pengarsipan Printer
4. SOP Surat Keluar
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh

karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;

2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA

Surat Keputusan

Surat Penugasan

Formulir Seleksi Calon Pemasok
Formulir Evaluasi Kinerja Pemasok
Agenda surat masuk/keluar




PELAKSANA MUTU BAKU
Kepala Dinas /
NO KEGIATAN Peserta Sekretaris / Staff
Rapat KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Pengawas
Menyiapkan bahan dan Disposisi Kepala SOP Surat Keluar
1 | kelengkapan konsultasi/perjalanan - Disposisi Kepala Dinas 30 menit DinZs P SOP Penyediaan Kebutuhan
dinas Rumah Tangga
y
Di i K
2 Memimpin rapat koordinasi h Disposisi Kepada Dinas 15 menit D;;Z(:SISI epada
3 Menyampaikan saran dan masukan -: Konsep surat 15 menit Konsep Surat
M k ik lak jal
4 endo umfznta.a an pelaksanaan > Surat perjalanan dinas 30 menit Sl'Jl’at perjalanan
rapat koordinasi dinas
M I i * jal PP i
5 enyusun notulen/ nota dinas Surat perjalanan dinas 30 menit Surat perjalanan SOP Pengarsipan

hasil rapat

dinas




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

KONSULTASI/ PERJALANAN DINAS
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.04.01.S0P.01

Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magziang
| "

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Konsultasi atau Perjalanan Dinas

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK 05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi
Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Pengarsipan

Komputer
ATK
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh karena itu
perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pencapaian Waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA
Surat Keputusan
Surat Penugasan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN . P i
Staff | yasubag | Sekretaris | Kepala egawal KELENGKAPAN | Waktu Output Keterangan
_ DPMPTSP
Umum Dinas
1 Membuat ko.nsep surat o Konsep surat 15 menit | Konsep Surat SOP Surat Masuk/
perjalanan dinas 4 SOP Surat Keluar
iti Tidak j j
) Me.nelltl danlparaf su'rat > Sl'Jl’at perjalanan 30 menit Sl'Jl’at perjalanan
perintah perjalanan dinas dinas dinas
Menyetujui / paraf surat . Surat perjalanan . Surat perjalanan
3 perintah perjalanan dinas Ya - dinas 30 menit dinas
Menandatangani surat Surat perjalanan . Surat perjalanan
4 perintah perjalanan dinas - dinas 30 menit dinas
Melaksanakan Surat perialanan Surat perjalanan
5 | pemenuhan kebutuhan -: dinas per) 30 menit | dinas dan
perjalanan dinas kelengkapan lain
Melaksanakan kegiatan Surat perjalanan Surat perjalanan
6 perjalanan dinas dan i - dinas dan 1 hari dinas dan laporan
membuat laporan kelengkapan lain hasil
Mendokumentasikan Surat perjalanan Surat perjalanan SOP Pengarsipan
7 Ia.poran hasil perjalanan - dinas dan . 1 hari din:.as dan laporan Sop PengyusuF:\an
dinas laporan hasil hasil




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR, LISTRIK

DAN RETRIBUSI SAMPAH

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.05.SOP.01

Tgl Pembuatan © | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023/04
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magetdng
|

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Retribusi Sampah

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Memiliki Kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan

Komputer
ATK
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA

Surat Keputusan

Surat Penugasan

Buku Catatan Pembayaran




PELAKSANA MUTU BAKU
PLN / PDAM /
NO KEGIATAN Staff Kasubag Sekretari TELKOM/
@ Umum exretars KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
KELURAHAN
Surat tagihan rekening Surat tagihan rekening
1 Menerima tagihan rekening Listrik, air, - Listrik, air, telepon, 30 menit | Listrik, air, telepon,
telepon, internet dan retribusi Sampah internet dan retribusi internet dan retribusi
sampah sampah
Menverifikasi surat tagihan rekening Il S.ura.t taglhan rekening S.ura.t taglhan rekening
S . Listrik, air, telepon, . Listrik, air, telepon,
2 Listrik, air, telepon, internet dan - . W 15 menit | . 0
o internet dan retribusi internet dan retribusi
retribusi sampah
sampah sampah
- . A Surat tagih keni Surat tagih keni
Menyetujui pembayaran rekening - urattaginan rexening urattagihan rekening
. . Listrik, air, telepon, . Listrik, air, telepon,
3 Listrik, air, telepon, internet dan . 0. 15 menit | . .
- internet dan retribusi internet dan retribusi
retribusi sampah
sampah sampah
. Surat tagihan rekenin Surat tagihan rekenin
Melaksanakan pembayaran rekening -< . g & . g &
. . Listrik, air, telepon, . Listrik, air, telepon,
4 Listrik, air, telepon dan internet, . I 30 menit | . W
o internet dan retribusi internet dan retribusi
retribusi sampah
sampah sampah
. . A Bukti b Bukti b
Menerima pembayaran rekening Listrik, - LKt .pem. ay.arar? uKt .pem. ay.arar?
. . . '- rekening Listrik, air, : rekening Listrik, air,
5 | air, telepon dan internet, retribusi . 2 jam .
sampah telepon, internet dan telepon, internet dan
P retribusi sampah retribusi sampah
SOP Pengarsipan
Melaksanakan pencatatan hasil - SOP Penyusunan
S Buku catatan . Buku catatan
6 pembayaran rekening listrik, air, 30 menit Dokumen
. Qo pembayaran pembayaran .
telepon dan internet , retribusi sampah Pertanggungjawa

ban Keuangan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENYEDIAAN GAJI THL
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP

MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.05.50P.02

Tgl Pembuatan

1 April 2017

Tgl/ No Revisi

6 Desember 2023 /04

Tgl Efektif

29 Desember 2023

Disahkan Oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mageking

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19680530 199001 1 001

Nama SOP

Penyediaan Gaji THL

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSA

NAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

- Memiliki kemampuan dasar komputer
- Memahami uraian tugas dengan baik
- Memahami pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Surat Keluar

Komputer
ATK
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

DPA/DPPA

Surat Keputusan
Surat Penugasan
Daftar Hadir THL




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pegawai K | BPKAD /
Non ASN | Kasubag Bendahara Ketua Tim Sekretaris cpala KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Dinas Bank Jateng
Umum Pengeluaran
1 Melengkapi daftar hadir -__l Daftar hadir 30 menit Daftar hadir
-_ Daftar hadir
2 Paraf daftar hadir ‘ Daftar hadir 15 menit yang sudah
diparaf
Mer?andatanganl daftar - Daftar hadir dan Daftar hadir dan
hadir dan Membuat . .
3 . kelengkapan gaji 15 menit kelengkapan
Kelengkapan pengajuan THL aii THL
gaji THL gl
Memverifikasi dan paraf Daftar hadir dan Daftar hadir dan
4 kelengkapan pengajuan :- kelengkapan gaji 30 menit kelengkapan
gaji THL THL gaji THL
araf kelenekapan Daftar hadir dan Daftar hadir dan
5 pen aiuan ga'igHL - kelengkapan gaji 30 menit kelengkapan
pengaj ga) THL gaji THL
Menandatangani _"- Daftar hadir dan Daftar hadir dan
6 kelengkapan pengajuan kelengkapan gaji 1jam kelengkapan
gaji THL THL gaji THL
7 MenyLijsun ke.I.engkapan -= kelengkapan gaji 1jam ke!.engkapan
pengajuan gaji THL THL gaji THL
Tanda terima
3 Mengirimkan pengajuan ‘ kelengkapan gaji 30 menit pengajuan SOP Pengarsipan

gaji THL

THL

kelengkapan
gaji THL

SOP Surat Keluar




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

SURAT MASUK
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KOTA MAGELANG| |

PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05.01.SOP.01
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023 / 04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

"

Khudhoifah, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Surat Masuk

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik INdonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tat Naskah Dinas

Instansi Pemerintah.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan;

Komputer
ATK
Buku

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Buku Agenda
Kartu kendali surat Masuk
Form Disposisi




PELAKSANA MUTU BAKU
Sekretaris/
Kasuba Pengawas Kepala Petugas
NO KEGIATAN Staff ubag gaw P ue
Umum /Ketua Dinas Arsip KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Tim/Kasubag

Menerima dan mengagendakan Buku Agenda,Kartu
1 gag - Kendali, Lembar 10 menit Kartu kendali

surat masuk . L

Disposisi
v
2 | Mengecek surat masuk - Surat masuk 10 menit Kartu kendali
N

3 | Memberikan disposisi - Surat masuk 15 menit Disposisi
4 Mencatat disposisi surat dan . Surat masuk, kartu 10 menit Disposisi

mendistribusikan surat i kendali P
5 I\/.Iener.lr’.na dan menindaklanjuti l Surat masuk 15 menit Kartu kendali

disposisi

. . Surat k, SOP
6 Mengarsip surat masuk - Surat masuk 10 menit l.”a rT“?‘s“ .
Disposisi Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

SURAT KELUAR
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05.01.SOP.02
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

'S

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Surat Keluar

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik INdonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tat Naskah Dinas
Instansi Pemerintah.

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan;
2. SOP Penyusunan Dokumen Peratanggungjawaban Keuangan.

Komputer
ATK
Buku

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Buku Agenda
Kartu kendali surat keluar
Buku Ekspedisi




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubag/ Pengawas Kasubag
NO KEGIATAN i
Staff Ketua Tim /Sekretaris Ka Dinas Umum KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
1 Membuat Konsep surat - Konsep surat 10 menit Konsep surat
A
. Ya '
2 Meneliti konsep surat Tida Konsep surat 15 menit Konsep surat
v
Meneliti d fk .
3 su(::te It dan memarat konsep - Konsep surat 15 menit Konsep surat
4 | Menandatangani surat - Konsep surat 10 menit Surat keluar
. . agenda keluar,
Memilah k
5 ki:: ah surat yang akan di - kartu kendali 15 menit Surat keluar
surat
Membubuhi t kel buk . SOP
6 embubuht nomar, -: surat KelUardbuku | 45 menit Surat Keluar

menstempel surat

ekspedisi

Pengarsipan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENGARSIPAN

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



Nomor SOP : | MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.05.01.S0P.03
Tgl Pembuatan : | 14 Februari 2023
Tgl/ No Revisi : | 6 Desember 2023/02
Tgl Efektif : | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magelang
PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
| "
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Pengarsipan
DASAR HUKUM : KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
1. Undang — Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan; - Mempunyai kemampuan mengoperasikan komputer
2. Undang — Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; - Mempunyai kemampuan pengelolaan Administrasi perkantoran
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang - Mempunyai kemampuan pengelolaan surat dan kearsipan
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik
5. Peraturan Presiden Nomr 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;
KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
SOP Surat Masuk Komputer
Printer
Aplikasi Srikandi
ATK
Buku
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tid ak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh | Buku Agenda
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip; Kartu kendali surat
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal Lembar disposisi




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Kasubag/ Ketua Kasubag Pelak Pet Arsi
Tim Umum elaksana CLUBASATSIP | K ELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
1 I\/'Ien\'/erahkan dokumen yang akan - Dokumen 10 menit Dokumen
diarsipkan
. v
5 Memerl.ntahkan untuk melakukan - 15 menit Dokumen
pengarsipan terhadap dokumen Dokumen
3 Mellakukan pemilahan arsip sesuai jenis :- Dokumen 30 menit Dokumen
arsip
4 Mencatat dokumen yang akan diarsipkan Dokumen 15 menit Labeling arsip,

dan mengklasifikasikan jenis arsip

v

DOkumen




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENYUSUNAN RKBMD
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.06.01.SOP.01
Tgl Pembuatan : | 1 April 2017
Tgl/ No Revisi * | 6 Desember 2023/02
Tgl Efektif * | 29 Desember 2023
Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Mageiang
%
KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005
Nama SOP : | Penyusunan RKBMD

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah Memiliki kemampuan dasar komputer
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang | . Memahami uraian tugas dengan baik
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja; - Memahami pengelolaan keuangan daerah

2. Peratur.an Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja | _ Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran
Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

KETERKAITAN : PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan Komputer

ATK

Printer
PERINGATAN : PENCATATAN DAN PENDATAAN :
1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh

2.

karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN A ; Pengurus Penatausahaan Sekretaris Kepala Dinas/
n_lggo @ Barang Barang Pengguna KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
im Barang
- Form usulan RKBMD, 1jam
1 | Mengisi form usulan RKBMD - RKA Usulan RKBMD, RKA
Menginventarisasi/ Rekap Y
2 | Lettan BeBMD - Usulan RKBMD, RKA 1jam Rekap Usulan RKBMD
3 Melakukan verifikasi usulan Tidak \ Ya Rekap usulan RKBMD 30 menit Usulan RKBMD yang
RKBMD pusu sudah diverifikasi
Memberikan persetujuan v . Usulan RKBMD yang
4 lan RKBMD
usulan RKBMD -__l Usulan 30 menit sudah disetujui
5 Menandatangani usulan - Usulan RKBMD 30 menit Ej;;ind?tzizﬂaljt\a/?\ngni
RKBMD 8
Mengirimkan dan Usulan RKBMD yang
6 mengarsipkan usulan RKBMD sudah ditanda tangani 30 menit Dokumen Usulan RKBMD

ke BPKAD

dan surat pengantar




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP : | MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.06.01.S0P.02

Tgl Pembuatan | : | 1 April 2017

Tgl/ No Revisi * | 6 Desember 2023/02

Tgl Efektif * | 29 Desember 2023

Disahkan Oleh : Kepala Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Magziang

W

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP : | Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.

6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah

w

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Penyusunan Dokumen Peratanggungjawaban Keuangan

Komputer
ATK
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Formulir Permintaan Pemeliharaan
Kartu Pemeliharaan/Perbaikan Sarana




PELAKSANA MUTU BAKU
i Pengurus Kasuba Sekretaris Penyedia
NO KEGIATAN Sekretaris/ 4 g . Y/ :
Pengawas / Barang Umum Jasa servis KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
Ketua Tim
Mengisi formulir permintaan . Formulir Permintaan
KIR, KIB 30 menit .
1 pemeliharaan/perbaikan sarana - ! Pemeliharaan
Membuat |de.nt|f|kaS| dan . - Formulir Permintaan . Identifikasi sarana dan
2 jadwal pemeliharaan/perbaikan . 30 menit . .
A Pemeliharaan jadwal pemeliharaan
sarana
Melakukan verifikasi jadwal < Inventarisasi sarana
3 pemeliha.raan, apabila adayang Tidak /\ Ya dan jadwal 30 menit Daftar sarana'dan jaqwal
kurang dikembalikan untuk . yang sudah dikoreksi
. : pemeliharaan
dilengkapi
Memberikan persetujuan . . o
. L . Inventarisasi sarana inventarisasi sarana yang
inventarisasi kendaraan dinas . .
4 . dan jadwal 20 menit sudah mendapat
yang akan dilakukan . .
. pemeliharaan persetujuan
pemeliharaaan
Memerintahkan kepada y
o Daftar L
penyedia jassa untuk . . . Daftar kondisi kendaraan
5 . . pemeliharaan/perbaik | 30 menit . L
memeriksa kondisi kendaraan . dinas yang sudah diperiksa
. . . an kendaraan dinas
dinas jabatan operasional
mengidentifikasi kerusakan
- L k k
6 kendaraan dinas dan membuat Daftar kondisi sarana 1jam aporan e“fsa an
kendaraan dinas
laporan
menindaklanjuti hasil laporan Laporan kerusakan . Laporan kerusakan
7 ; - . 30 menit .
kerusakan kendaraan dinas kendaraan dinas kenaraan dinas
Melakuk .
e u an . - Laporan kerusakan . Laporan hasil
8 pemeliharaan/perbaikan . 1 hari . .
. kendaraan dinas pemeliharaan/perbaikan
kendaraan dinas
lakuk k . .
me akukan pengece a.n P Laporan hasil Laporan hasil
terhadap kendaraan dinas yang < . . . . .
9 . pemeliharaan/perbaik | 1jam pemeliharaan/ perbaikan
telah dilakukan an ane sudah dicek
pemeliharaan/perbaikan yang
Laporan hasil
10 membuat laporan serah terima - pemeliharaan/ 30 menit Laporan serah terima hasil
hasil pemeliharaan/perbaikan perbaikan yang sudah pemeliharaan/perbaikan
dicek
melakukan pencatatan dan Laporan serah terima SOP Pengarsipan
P - p. Kartu SOP Penyusunan
pelaporan terhadap hasil . . .
11 . . . . 1jam pemeliharaan/perbaikan Dokumen
pemeliharaan dan perbaikan pemeliharaan/perbaik .
sarana Pertanggungjawa

kendaraan dinas

an

ban Keuangan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PENGADAAN

JL.VETERAN NO. 7 MAGELANG 56117



KOTA MAGELANG

i

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG.DPMPTSP.03.01.CFM.06.01.SOP.03
Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023/ 03

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Magelang

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP. 19650827 199003 2 005

Nama SOP Pengadaan

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Memiliki kesabaran

- Memiliki integritas

- Berkomitmen dan bertanggung jawab

- Mampu menjaga kerahasiaan di bidang pekerjaannya
- Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
- Mampu mengoperasikan komputer

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP Penyusunan Dokumen Pertanggungjawaban keuangan

Komputer
ATK

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip,
oleh karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan
arsip;

2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal.

Dokumen Pengadaan




PELAKSANA MUTU BAKU
Staff Kasuba Sekretaris Ka Pengurus
NO KEGIATAN 8 is/ &
Umpeg Umpeg Ketua Tim DPMPTSP barang KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
1 Menerima\. penawararT c'lari pt'emasok - Berkas 15 menit Formulir seleksi
dan menyiapkan administrasi penawaran calon pemasok
Menyajikan kelengkapan data 7 Berkas Formulir seleksi
2 vaj gkap - penawaran, 25 menit
pemasok calon pemasok
Berkas pemasok
. - \ 4 Berkas . .
3 Memerlksa dan menyetujui - penawaran, 15 menit Hasil penunjukan
penunjukan pemasok pemasok
Berkas pemasok
A
Formulir evaluasi Formulir evaluasi
4 | M iksa hasil peker;j k 2 i
emeriksa hastl pekerjaan pemaso - kinerja pemasok > menit kinerja pemasok
F li luasi F li luasi
5 | Menyajikan data evaluasi pemasok -— .Orm.u Mevaluast ¢ enit .orm.u Ir evaiuasi
L kinerja pemasok kinerja pemasok
6 | Mengecek hasil evaluasi pemasok - F.orm.ullr evaluasi 10 menit Ff)rm'ullr evaluasi
kinerja pemasok kinerja pemasok
7 Merekomendasi hasil evaluasi - Ff)rm.ullr evaluasi 10 menit Ff)rm'ullr evaluasi
pemasok kinerja pemasok kinerja pemasok
— ooy
Pengarsipan
SOP
8 Menyampaikan hasil evaluasi kepada Formulir evaluasi 15 menit Formulir evaluasi | Penyusunan
pemasok kinerja pemasok kinerja pemasok | Dokumen
Pertanggungja
waban

Keuangan




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SEKRETARIAT

PEMBAYARAN PAJAK, BEA PERIZINAN KENDARAAN DINAS JABATAN / OPERASIONAL
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KOTA MAGELANG

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor SOP MGG-DPMPTSP.03.01.CFM.06.01.SOP.04

Tgl Pembuatan 1 April 2017

Tgl/ No Revisi 6 Desember 2023 /04

Tgl Efektif 29 Desember 2023

Disahkan Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Mageking

'

KHUDHOIFAH, SH, MM
NIP.19650827 199003 2 005

Nama SOP Pembayaran Pajak ,Bea Pajak Kendaraan Dinas Jabatan / Operasional

DASAR HUKUM :

KUALIFIKASI PELAKSANAAN :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah;

4. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah.

- Memiliki kemampuan dasar komputer

- Memahami uraian tugas dengan baik

- Memahami pengelolaan keuangan daerah

- Memiliki kemampuan pengelolaan administrasi perkantoran

KETERKAITAN :

PERALATAN/ PERLENGKAPAN :

1. SOP Pengarsipan
2. SOP SOP Penyusunan Dokumen Peratanggungjawaban Keuangan
3. SOP Surat keluar

Komputer
ATK
Printer

PERINGATAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Penyimpanan arsip yang tidak sesuai standar bisa menimbulkan kerusakan arsip, oleh
karena itu perlu disediakan sarana penyimpanan sesuai Standar penyimpanan arsip;
2. Pecapaian waktu SOP dalam kondisi normal

Formulir Permintaan Pemeliharaan
Kartu Pemeliharaan/Perbaikan Sarana
Buku Inventaris




PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN Pengurus Kasubag Sekretaris
Staff Barang Umum KELENGKAPAN Waktu Output Keterangan
1 Mengls! formullr.pirlimnSaan o Formulir Permintaan 15 Formulir Permintaan
Z:enr::njangan pajakendaraan Perpanjangan dan STNK menit Perpanjangan dan STNK
) Inventarisasi perpanjangan pajak - Formulir Permintaan 30 Formulir Permintaan
kendaraan dinas Perpanjangan dan STNK menit Perpanjangan dan STNK
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